
PROVINSI JAMBI 
PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR ? TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN 

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6),
Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah 
Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan 
Perdesaan Dan Perkotaan Dan Bea Perolehan Atas Hak 
Tanah Dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3684), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan 
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan



Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukar 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negart 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dai 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republil 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembarar 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerj; 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republil 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembarar 
Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentani 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daeral 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202^ 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republil 
Indonesia Nomor 6881);



Menetapkan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 Tentang 
Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6916);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Peubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tebo Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN BEA 
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

Bakeuda adalah Organisasi Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo yang 
memungut Pajak Daerah.

5. Kepala Bakeuda adalah Kepala Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Tebo.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas 
tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan 
mulai dari penghimpunan data objek dan 
subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang 
terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak 
kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya.



8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepade 
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atar 
badan yang bersifat memaksa berdasarkar 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkar 
imbalan secara langsung dan digunakan untul 
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnyj 
kem akmuran raky a t.

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dar 
Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB K 
adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunar 
yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkar 
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasar 
yang digunakan untuk kegiatan usahi 

z-»-»-l-» •* ’l 4" z"» ■»■»> z-» z*l z-» .z» v» z> 4- «.«v» I"» z"» c?''P
£,/ V1 XXV M M, 1 A CAA A , }„.’ V A A A W KAA A A C AA A VICAA t p V A VCAA A A M CAA A ^CAl A .

10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliput 
tanah dan perairan pedalaman.

11. Bangunan adalah konstruksi teknik yanj 
ditanam atau dilekatkan secara tetap diata: 
permukaan Bumi dan dibawah permukaai 
Bumi.

12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunai 
yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajal 
CA CCAO p v A v A V A A CA A A i K A. «k CA L CA O L <A » KA 1 1 KA CA 1 X / CA A C A k 

Bangunan.
13. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunai 

adalah perbuatan atau peristiwa hukum yan; 
mengakibatkan diperolehnya hak atas tanal 
dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atai 
Badan.

14. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalal 
hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan 

z”» z"» 1—4- z’» UU z~» x^» z-y» f z”» z'! •« Z“» 4* z-» x r z'» <z-» 1~» z-» zv z'» » z'» -»z» »
MVOVA CCA A JCAAA^M A A«AIa kAACA VCAO A A j CA, O V M CA^CAAA A A CA A A 4

dimaksud dalam undang-undang di bidan; 
pertanahan dan Bangunan.

15. Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atai 
Bangunan yang dimiliki, di kuasai, dan/atai 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badai 
untuk sektor Perdesaan dan perkotaan, kecuai 
kawasan yang digunakan untuk kegiatan usah, 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

A. M. V»VAMJVAk A CAJCAAk CAkACAAttA A OACAAA^ pA A MCA W. A CAVCAM MGAVACU 

yang dapat dikenai Pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan 

meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak,dai 
pemungut Pajak, yang mempunyai hak dai 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuai 
p er atu r an p e r u n d a n g - u n d an gan.

18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi badai 
yang bertanggung) awab atas pembayaran Pajak 
termasuk yang menjalankan hak dan memenuh



kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuar 
peraturan perundang-undangan perpajakan.

19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atar 
modal yang merupakan kesatuan, baik yanj 
melakukan usaha maupun yang tidal 
melakukan usaha yang meliputi perseroai 
terbatas, perseroan komanditer
perseroanlainnya, badan usaha milik negara 
BUMD, atau badan usaha milik desa, dengar 
nama dan dalam bentuk apapun 
firma,kongsi, koperasi, dana pensiun
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisas 
massa, organisasi sosial politik, atau organisas 
lainnya, lembaga dan bentuk oadan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentul
usaha tetap.

20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yan; 
lamanya 1 (satu) tahun kalender.

21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yan; 
selanjutnya disingkat NPV/PD adalah nomo 
yang diberikan kepada Wajib Pajak sebaga 
sarana dalam administrasi perpajakan Daeral 

-r r z-» izn zv 1 r r» 1"» z"» zv n 1 4 z'» z4 z-» z-z z-» «z» r-» 1 z4 « ♦•
JCAAA^ VMpVA^UAiCWlCVAi OLzMCA^CAA LCA.llk.4CA p V A A ^V A A CAA VA A A 

atau identitas Wajib Pajak dalan 
melaksanakan hak dan memenuhi kewajibai 
perpaj akan d aerah nya.

22. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutny; 
disingkat NOPD adalah nomor identita sobjel 
Pajak sebagai sarana dalam administras 
perpajakan dengan ketentuan tertentu.

23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutny; 
<4 4 4 ^1 z z> e KTT r h TD z> <4 1 z. U U ~ z* z-> - z. e z»
VAAOAA A^AVCA L l'! M k,/1 CACI <4 I CAI 1 A A LA-A ^<A ‘ CA LCA t <A CCA J CAI 1;

diperoleh dari transaksi jual beli yang terjad 
secara wajar,dan bilamana tidak terdapa 
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalu 
perbandingan harga dengan objek lain yan; 
sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJO1 
pengganti.

24. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yan 
selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yan 
44zv^^olrn,n z>1z^ AV <> 4 4 V> Or>4^V l.^^,,lz ™ zU Z^.-U'ZA , 
KA A ^ LA A A CLAVCLA A V/ A V Al V V < AJ A k J A CV) Cl XV LA A A VW 1 k A A A V- A CV p V A JLVCVA 

data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengai 
ketentuan peraturan perundang-undanga] 
perpajakan daerah.

25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yan; 
selanjutnya disebut SPPT, adalah surat yan, 
digunakan untuk memberitahukan besarny. 
PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

26. Saat Terutangnya Pajak adalah sejak tangga 
SPPT diterbitkan.



27. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya 
disebut STTS, adalah bukti pembayaran yang 
dikeluarkan oleh Bank termasuk struk
Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atas
pembayaran atau penyetoran Pajak yang telat 
dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank yang 
ditunjuk Pejabat berwenang.

28. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang 
selanjutnya disebut DHKP adalah buku yang 
digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Teb< 
sebagai Himpunan Ketetapan dan Pembayarar 
Pajak untuk menatausahakan ketetapan dar 
pembayaran Pajak dari Wajib Pajak.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang solanjutnyc 
disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak 
yang menentukan besarnya jumlah Pajak 
terutang.

30. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutny« 
disingkat SSPD adalah bukti Pembayaran atai 
penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengar 
menggunakan formulir atau telah dilakukar 
dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalu 
t c m p a t P c m b ay a r a r i yang d i1 u n j u k P cj a b a 
berwenang.

3 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Baya 
yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalal 
surat ketetapan Pajak yang mcnentukai 
besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredi 
Pajak, jumlah kekurangan Pembayaran pokol 
Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlal 
yang masih harus dibayar.

V> A' • V» XAA OkC AXM WACA^UAA A A «A,J€AAX A^CAU-ICAAA iVUOCAAA^ AXAyCA 

Tambahan yang selanjutnya disingka 
SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yan; 
menentukan tambahan atas jumlah Pajak yan; 
ditetapkan.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yan: 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah sura 
ketetapan Pajak yang menentukan jumlal 
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlal 
1^^^4i- Dz>4^1^ VU^JU U^r>r>x rD, D , > 4 ~ 1 ^r^^
XVAXzM.AU A CAJCUV AVMAM WOCAA KACA Al L <A.j <AAX yCAAA

terutang atau tidak seharusnya terutang.

34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutny; 
disingkat STPD adalah surat untuk melakukai 
Tagihan Pajak dan/atau sanksi administras 
berupa bunga dan/atau denda.

35. Surat Keputusan Pembetulan adalah sura 
keputusan yang membetulkankesalahan tulis
XXV OCAACAA ACAA A AAAUUAAA^? VACAAA/ CAUCAM XXV IX V A I.A VtCAA A MC^ACAA.

XVAXzM.AU


penerapan ketentuan tertentu dalan 
peraturan perun d ang-und angan perpajakar 
Daerah yang terdapat dalam SPPT 
SKPD.SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB
v A A k>, I^IAACIL AWpM.LLlOU.ri L VaTaMV1.M.1cU1, U^UkA KJCAAU. 

Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah sura 

keputusan atask eberatan terhadap SPPT 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB 
atau terhadap pemotongan atau pemungut ai 
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

37. Pengembalian adalah kelebihan pernbayarai 
Pajak PBB-P2 yang dikembalikan kepada Wajil 
Pajak dalam bentuk uang tunai atau pemindai 
bukuan.

38. Kompensasi adalah kelebihan pernbayarai 
Pajak PBB-P2 yang diperhitungkan dengai 
utang PBB-P2 lainnya yang sudah atau belun 
jatuh tempo atau atas permintaan Wajib Pajal 
diperhitungkan dengan ketetapan PBB-P2 pad; 
tahun berikutnya.

39. Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajibai 
y GUA g aacu uo Mlpvnuni vlOu v» cyiM i ujcafv ououci 

dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 
SKPDLB, dan STPD ke Kas Daerah atau k 
tempat lain yang ditunjuk sesuai dengai 
jangka waktu yang telah ditentukan.

40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatai 
menghimpun dan mengolah data, keterangan 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secar; 
objektif dan profesional berdasarkan suati 
SucLAAkicir poiTAcriR333'n vint?3.R menguji Rcp3txil33i 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atai 
untuk tujuan lain dalam rangka mclaksanakai 
ketentuan perundang - undangan perpajakai 
Daerah.

41. Banding adalah upaya hukum yang dapa 
dilakukan oleh Wajib Pajakatau penanggun 
Pajak terhadap suatu keputusan yangdapa 
diajukan banding berdasarkan Peraturai 
1 UAWUUOUg, UUVACAU^Ul. J < * g, . / .

42. Putusan Banding adalah putusan badai
peradilan Pajak atas banding terhada] 
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajil 
Pajak.

43. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakai 
penagihan Pajak yang meliputipenagihai 
seketika, dan sekaligus, pemberitahuan sura 
paksa, penyitaandan penyand era a n.

/'l /1 T) v> tv» 4- v’ w . r> 4 r’ 1 r» Vr f' » vl r* 1 v ■»»-» T « » -— u » ♦ 4- r > TO v. ♦ v»
I V- A VXXj*t,U<AXX CKM-^A-ACA-A A IAA AKAMAKCLa l C/ M-AIA OA UCA A Cl j CU



untuk menguasai barang Penanggung Pajal 
guna dijadikan jaminan untuk melunasi utan; 
Pajak menurut peraturan perundang-undangai
yang berlaku.

r^.X SrXXCA^,XXXCAXX X CAJ <AXV CV<A<A4<AAX O<< < <AXX^IS. < A 4 <A A A UXX X VX<AXV<AA 

agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajal 
dan biaya penagihan Pajak dengan menegu 
atau memperingatkan, melaksanakai 
penagihan seketika dan sekaligus 
memberitahukan Surat Paksa, mengusulkai 
pencegahan, melaksanakan Penyitaan 
melaksanakan penyanderaan, menjual barang 
yang telah disita.

dtp. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalal 
tindakan penagihan Pajak yang dilaksanakai 
oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajal 
tanpa menunggu tanggal jatuh temp< 
pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajal 
dari semua jenis Pajak, Masa Pajak ,dan Tahui
Pajak.

47. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkai 
oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untul 
♦•v’» ol i i v* o o 4 ■» -» 4- ov’» rv z-» 4 o 1 Z’v> v 7 *^ 
1XXVXIAXJ.CAOX VA«AXX^ A CAJ <A AV A A j <A.

48. Surat Paksa adalah surat perintah membaya 
utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.

49. Surat Keputusan Keberatan adalah sura 
keputusan atas keberatan terhadap SKPD 
SKPDLB, atau terhadap pemungutan oleh pihal 
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

50. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanaj 
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untul 
AXXkxXXCAAAA M VAAA^ OVLVAA <A A 4 pV*XXVA AAAtCACAAA VA <AV<x CAX X WCAJ 

membayar seluruh pengeluaran daerah.
51. Surat Perintah Pencairan Dana PBB-P2 yan 

selanjutnya disebut SP2D PBB-P2 adalah sura 
yang diterbitkan oleh Bupati sebagai saran; 
untuk pengembalian kelebihan pembayarai 
PBB-P2.

52. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibaya 
pada saat tertentu dalam masa Pajak, tahui 
O o 4 o 1 r- <>4-011 li o zvi r. v-» 4- o V» » i D o i’ n 1 r
X <A j <AXV , CC K,CA V< k/ <A.^X "“^^ 1 U * * X * ^ 1 1 1 * A j CUAV .

53. Pemeliharaan Basis Data PBB Dalam Rangk. 
Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2 yan 
selanjutnya disebut Pemeliharaan Basis Dat; 
PBB adalah kegiatan pemutakhiran dat 
piutang PBB-P2 dan pemutakhiran data objel 
dan/atau Subjek Pajak PBB-P2 untuk period 
tahun Pajak yang belum kadaluwarsa.

54. Pemutakhiran Dai a Piutang PBB-P2 adalal
1 z- o zv» o 4' o v» i » v’» 4-111 .r- V»-1 z' »'■» t r z'» r» 1 i o ilz-o »—» v» » 1 o i v» 1 i i 4 o v» 
XV V ^X CA v CAX X ^ X X c Ct XV X t AA < L A y V • o Ul <AX XVCVA X A A X A <A A ^ X VA U «LA A *



PBB-P2 dalam basis data PBB dengan nila 
piutang yang sebenarnya.

55. Pemutakhiran Data Objek dan/atau Subjel 
Pajak PBB-P2 adalah kegiatan verifikasi objel 
dan/atau Subjek Pajak PBB P2 yang tercantum 
pada Daftar Nominatif dengan kondisi yan; 
sebenarnya.

56. Daftar Biaya Komponen Bangunan yan 
selanjutnya disingkat DBKB adalah tabel untul 
menilai Bangunan berdasarkan pendekatai 
biaya yang terdiri dari biaya komponen utama 
biaya komponen material, dan biaya kornponei 
fasilitas, untuk setiap jenis pcnggunaai 
b «H aa cIaa.

57. Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan yan 
selanjutnya disebut Penilaian PBB P2 adalal 
kegiatan untuk menentukan NJOP yang akai 
dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengat 
menerapkan pendekatan perbandingan harga 
pendekatan biaya, dan/atau pendekatai 
kapitalisasi pendapatan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan PBB P2 dan BPHTB

Pasal 2
(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah mengatu 

Tata Cara Pemungutan :
a. PBB-P2; dan 
U T^DUnPO
V • -MA A A A A., A .

(2) Tata Cara Pemungutan sebagaimana dimaksud pad 
ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
a. pendaftaran dan pendataan;
b. penetapan besaran Pajak terutang;
c. tata cara perhitungan pajak;
d. masa dan tahun pajak;
e. pendaftaran, pendataan, penilaian da: 

pelaporan;
A . j^ VA AVAGAA UCLA Gl A A k J UJ V X\ p G* J (A AV M CAA VA ,

g. permohonan mutasi;
h. permohonan surat keterangan;
i. permohonan salinan;
j. pembayaran;
k. permohonan penerbitan kembali;
1. permohonan penundaan jatuh tempo pembayaran;
m. permohonan keberatan;
n. permohonan pengembalian;



o. permohonan pembatalan ketetapan;
p. permohonan pembetulan;
q. permohonan pengurangan dan penghapusan sanks 

administrasi;
i. pci 1x10 kioracaa i pc m 'ooy or<in ori^o’oron popilcj
s. pemeliharaan basis data PBB-P2 dan permohonai 

aktivasi NOPD;
t. e-sppt PBB
U. penagihan dan kedaluarsa penagihan;
v. penghapusan piutang;
w. sosialisasi dan edukasi; dan
x. gugatan;

Bagian Kedua
Umum

Paragraf 1 
PBB-P2

ayat (1 
kegiatai

PBB p: 

(1) yaiti 
dan / atai

Pasal 3
(1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunai 

yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkai 
oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasai 
yang digunakan untuk kegiatan usah: 
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada 
termasuk permukaan Bumi hasil 
reklamasi atau pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
kepemilikan, penguasaan
pemanfaatan atas:
<A. A_A kA A A A A k* C A1 4 / CA l CA kA W CA A A £^ kA A 1 C 1 k 1

Pemerintah Pusat, kantor Pemerintahai 
Daerah, dan kantor penyelenggara negar 
lainnya yang dicatat sebagai barang milii 
negara atau barang milik Daerah;

b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakai 
semata-mata untuk melayani kepentinga: 
umum di bidang keagamaan, panti sosial 
kesehatan, pendidikan dan kebudayaai 

r I ii o 1 - <, , , ^ 1 x o
A ACA OAkJ A ACAA , VCAAA^ klkAAAiV kA 1 1 I A CA AV O kA k,A IkCA k A kA A A U KA 

memperoleh keuntungan;
c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mat 

digunakan untuk tempat makam (kuburan- 
peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutai 
suaka alam, hutan wisata, taman nasional 
tanah penggembalaan yang dikuasai olel 
desa dan tanah negara yang belum dibebar



suatu hak;
e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakar 

oleh perwakilan diplomatik dan konsula 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f ■» ■» *r\r> i /*i1 /■> v* / /■> 4* r* i •» r> «v^ /y* "’ y' '"t ■*** t r r^ <^ /y
X. 1^>M-XXXX V1CXXX/ CAkGA.^ l./<AXX^M.Jx^4X X V <XX1£ VLX&\AXXCXXVGkX 

pleh Badan atau perwakilan lembag; 
internasional yang ditetapkan dengar 
Peraturan Menteri;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur keret; 
api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit) 
lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atax 
yang sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tingga 
Iz-t^^^r^ V^-^ ,-> -1^-^ 1\T Tno . r^^,
XCMXXXXJCL WX MCXOCXX XXGLX1 X^W\->X WXWXXUXA JOXX$ 

ditetapkan oleh Bupati; dan
i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungu 

Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

Paragraf 2 
BPHTB

Pasal 4
/■n r>u:~i~ om-j^ro r^-H-., r>~.^i~i-^ -> i_t^i. ^y^^ n^^^i 
^ij \/VjV^ x,^x x 1 x w ycxxuvt i vi vxvxxcaxx a acxxv cxccxo x<axx<ax 

dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunai 

sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi:
a. Pemindahan hak karena:

1. Jual beli;
2. Tukar-menukar;
3. Hibah;
4. Hibah wasiat;
v . V V GV1 XO ,

6. Pemasukan dalam perseroan atau badai 
hukum lain;

7. Pemisahan hak yang mengakibatkai 
peralihan;

8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
9. Pelaksanaan putusan hakim yan; 

mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Penggabungan usaha;
X X . X VXV M M-4. <AXX VA O<A A i CA ,

12. Pemekaran usaha; atau
13. Hadiah; dan

b. Pemberian hak baru karena:
1. Kelanjutan pelepasan hak;atau
2. Diluar pelepasan hak.

(3 ) Hak atas tanah dan/atau Bangunai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. hak milik;



c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

W j wxxvv wxcaaxxxcaxx c L cxx X QmJvxv xji rx x U xxxvxxpt.*i. 

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor pemerintah pusat 

pemerintahan daerah, penyelenggara Negara 
dan lembaga negara lainnya yang dicata 
sebagai barang milik negara atau baranj 
milik Daerah;

b. oleh negara untuk penyelenggaraat 
pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaar 
pembangunan guna kepentingan umum;

c. untuk badan atau perwakilan lembag: 
internasional dengan syarat tidal 
menjalankan usaha atau melakukar 
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badai 
atau perwakilan lembaga tersebut yan; 
diatur dengan peraturan menteri;

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsula 
berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

v VJVXA VI CXX1& jjllvdvl CAUCAkA A^CWlCAH XKCtlK/lA< 

konversi hak atau karena perbuatan hukun 
lain dengan tidak adanya perubahan nama;

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf 
g. oleh orang pribadi atau Badan yan 

digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendal 

sesuai dengan ketentuan peraturai 
perundang-undangan. 

/ci tz-; + ~~4~ r>i;^^ z^u;,^ oorj^o
IVj XXXXUVXXCX ^ VXX^V <-VCX11 CAI X C./MJ V XV W A 111 W VCAg

masyarakat berpenghasilan rendal
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 1 
yaitu untuk kepemilikan rumah pertam 
dengan kriteria tertentu yang ditetapkan olel 
Bupati.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pad 
ayat (5) diselaraskan dengan kebijakai 
pemberian kemudahan pembangunan dai

berpenghasilan rendah yang diatur oleh mentoi 
yang menyelenggarakan urusan pemerintaha: 
di bidang pekerjaan umum dan perumaha: 
rakyat.

Paragraf 3
Subjek Pajak

Pasal 5



(1) Subjek Pajak PBB-2 adalah orang pribadi atar 
Badan yang secara nyata mempunyai suatu hal- 
atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai 
dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

^j KJMlMJV*^ A CLJCL/V A-JA 111 1-7 CAM. cll. CL 1 1 M1CLL1& p L 1 M <4X11 CL L CL V 

Badan yang memperoleh Hak atas Tana! 
dan/atau Bangunan.

(3) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atar 
Badan yang secara nyata mempunyai suatu hal 
atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai 
dan/atau memperoleh manfaat atasBangunan.

(4) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atai 
Badan yang memperoleh Hak atas Tana!
<4 z-» •*■% / O 4" ✓“» T ^ TD Z~» ■*-'» ZVf 1 ♦** O T",
MCLll/ CL L, CL CL 1-»<AL1^C4A1CLA L .

Bagian Ketiga 
Penetapan

Paragraf 1
Dasar Pengenaan dan Penetapan PBB-P2

Pasal 6
(1) Dasar pengenaan PBB P2 yaituNJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 

ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untu! 
objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setia 
tahun sesuai dengan perkembangai 
wilayahnya.

(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 
dihitung berdasarkan harga rata-rata yan 
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjac 
oCCclTcl Vv’cLJCLl'.

(4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 
penghitungan NJOP dapat dilakukan denga 
metode:
a. perbandingan harga dengan objek lain yan 

sejenis;
b. nilai perolehan baru; atau
c. nilai jual pengganti.

/c:\ M T/OD <4,^ <> Vr>» > z4 »■>,><!,> o.rof /O\
\ C/ j 1 'M V V 7 A O X c* CL g, CLL 11L< LA A C A V * 1 A A A CL XV O d X* £7 CA V A C L CA y CA L \ v, J L A CL

ayat (4) ditetapkan berdasarkan prose 
penilaian PBB-P2.

Pasal 7
Besaran NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasi 
6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8
ii\ ro^i^™ ^z^z^x<>^,>,-> H
^ X j L../CLXCLX.il. A ^./VzAAL-'VCL^/CLA A L J L-v'» C* A A A y CL

O D D DO 4 ^.-, . 4-z, ,^ z
A i / L .# i A, w A C4C<xaa£

file:///CLXCLX.il


setiap Wajib Pajak diberikan NJOP tidak kena 
Pajak.

(2) NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesai 
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untul 
setiap Wajib Pajak.

(3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasa 
lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah 
daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimane 
dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan atas 
salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahu r 
Pajak.

Pasal 9
(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan :

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,01 
(satu miliar rupiah) sebesar 20% (dua pulul 
persen);

b. Untuk NJOP di atas Rpl.000.000.000,00 (satu milia 
rupiah) sebesar 40% (empat puluh persen);

c. Untuk lahan produksi pangan dan ternak denga 
NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (sat 
miliar rupiah) sebesar 50% (lima puluh persen); dan

d. Untuk lahan produksi pangan dan ternak denga 
NJOP di atas Rpl .000.000.000,00 (satu milia 
rupiah) sebesar 100% (seratus persen).

(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksu< 
pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P1 
dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kota.

Pasal 10
(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk NJOP di bawah Rp. 500.000.000,00 (Lim 
Ratus Juta Rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nc 
koma satu satu persen);

b. Untuk NJOP Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Jut 
Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (sat 
milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol kom 
dua lima persen);

c. Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000.00 (Sat 
Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (nol kom 
Tiga persen);

(2) Untuk Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksu 
pada ayat. (1) yang berupa lahan produk? 
pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08c 
(nol koma nol Delapan persen).



Bagian Keempat
Tata Cara Perhitungan PBB-P2

Pasal 1 I
(1. ) Besaran pokok PBB P2 yang terutang dihitun 

dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB 
P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 aya 
(1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksu* 
dalam Pasal 10.

(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saa 
terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atai 
pemanfaatan Bumi dan atau bangunan.

(3) Saat menentukan untuk menghitung PBB-P: 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 
berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pad 
tanggal 1 Januari.

(4) Wilayah pemungutan PBB P2 yang terutan 
merupakan wilayah Daerah yang meliputi lot a 
objek PBB-P2.

(5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4 
merupakan wilayah Daerah tempat Burr 
M-CM-A/ CACCACA M CM X ^M XAGMX MVAAAVCAC MVA CAVACM

a. laut pedalaman dan perairan darat serta Banguna 
di atasnya; dan

b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman da 
perairan darat yang konstruksi teknikny 
terhubung dengan bangunan yang berada ( 
daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 4
n^r>^.. D^^zvo^z.^^ dov> n^^^4-o^z>^ OOLJ'PTD
WCAOCA1 X VH^V/AACACAA X \ACA11 1 </ X X C- C CA,p CA X 1 U> X 1 J k X_J

Pasal 12
(1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu Nilai Peroleha 

Objek Pajak (NPOP).
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaiman 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denga 
ketentuan:
a. harga Transaksi untuk jual beli;
T'
M» X1XXC1X .pCMMM. M-A Al, M K C kA IkCAA 11 * <-11 k 4 1\<A1 , 4 11KJC4.il, 111 XXX

wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan ata 
badan hukum lainnya, pemisahan hak yar 
mengakibatkan peralihan, peralihan hak karer 
pelaksanaan putusan hakim yang mempuny; 
kekuatan hukum tetap, pemberian hak bani ate 
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hal 
pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasa

11KJC4.il


hak, penggabungan usaha, peleburan usahe 
pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga Transaksi yang tercantum dalam risala 
lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

I v/ j IX A A CAA ^A CL O C A A LA A A V LA IV p V/ A A 1 1 ^ CL A A C A. H 4 A CL XV y CA 4 A

mengakibatkan peralihan sebagaiman 
dimaksud, pada ayat (2) huruf b, besaran Nik 
Perolehan Objek Pajak berdasarkan Pembagian Ha 
Bersama atau pembagian hak atas tanah dan/ata’ 
bangunan.

(4) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Paja 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tida’ 
diketahui atau lebih rendah daripada NJO 
xro m o- rl -j on i m o Ir c» m <1 <11 Qm m^ m rr/^m o om Pq i o V Ki i iv 

dan bangunan pada tahun terjadinya perolehar 
dasar pengenaan BPHTB yang digunaka: 
adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaa 
Pajak bumi dan bangunan pada tahu: 
terjadinya perolehan.

(5) Bupati dapat menetapkan nilai pasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
berdasarkan zona nilai tanah.

Pasal 13
(1) Dalam penetapan besaran BPHTB terutang 

Pemerintah Daerah menetapkan NPOPTK 
sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.

/ n \ o «mdzn rw iz o ,. ^u ^ <^, >; ^ <> ^ r> ^i; ^ <> i ,. 
^Zjj A.ALzOCLA AAj< CL AM A O A A AVA OL. LX.L ^CLAl A X < 4 A i LA LAA A A A CL XVO LA

pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rj 
80.000.000,00 (delapan puluh juta rupial 
untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak c 
wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(3) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasit 
atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pas; 
4 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, yan 
diterima orang pribadi yang masih dalai 
AA LA AA LAAA^CAA A AVCALLCAA^CA O VLA CL. A CL A X. VACLACLAAA ^LLA J

keturunan lurus satu derajat ke atas atau sat 
derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasit 
atau waris, termasuk suami atau istr 
NPOPTKP ditetapkan sebesar R] 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima, persen).

Pasal 15
Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitur 
dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (



setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana dimaksu; 
dalam Pasal 13 ayat (2) atau ayat (3),dengan tari 
BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

A d.»"» CAI 1 M

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganiny 

perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akt 

untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasia 
pemasukan dalam perseroan atau badan hukur 
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatka 
peralihan, penggabungan usaha, peleburan usah;
p V A A AV AXX11 .A A A CA OCAA ACA , V CA i 1 / CA VCA VI A A M M 1 CA L » ,

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuas 
oleh penerima waris mendaftarkan peraliha 
haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempuny; 
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusa 
pemberian hak untuk pemberian hak baru ata 
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

A. pCAMCA UCAAAg^CAA Ml Ivi UAUMAAAAAJCA OMACAI AkVpMLMOCA 

pemberian hak untuk pemberian hak baru di lut 
pelepasan hak; atau

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untu 
lelang.

(2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tida 
menggunakan perjanjian pengikatan jual bc 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, sa; 
terutang BPHTB untuk jual beli yaitu pada sa;
CAALCAAAMCAUCAAA^CAAAAAAj CA CAAV LCA J VACAA Wll.

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Banguna 
menggunakan perjanjian pengikatan jual be 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,mal 
saat berakhirnya perjanjian pengikatan jual beli yar 
akan dilanjutkan dengan proses akta jual beli aka 
dilakukan validasi penilaian BPHTB sesuai denga 
harga transaksi pada tahun berjalan.

ry# *^ **» T^ r» t i *»"v^ r> 
A ^CA-f^AC A A A AVMAAAAACA

Masa dan Tahun Pajak

Pasal 17
Masa Pajak dimulai tanggal .1 Januari dan berakh 
31 Desember pada tahun berjalan.

Pasal 18
(1) Tahun Pajak PBB-P2 dan BPHTB ditetapka



(2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB 
P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek 
PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

/O\ ^r~™^~i- D TDD DO ODT-T^TD ,r~^~ 4^v,,4-~~~ tt~44.
^j A V/AAA^/CAV A A^Jp/ A -C M-d 11 A^ A » * A W jCLAA^ WAUICAAA^ ^ CLA V C 

di wilayah Daerah yang meliputi letak objet 
PBB-P2 dan BPHTB.

Bagian Keenam 
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 19
(D
/o\
l4)

(3)

(4)

Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. 
XI7^44K D^?^1x

V V CAJ 1 U A CLJ LA AV A A A V A C A IV LA AV CL A A p V/ A A A M AA j CL A CA A A C A l vA V 

penyetoran Pajak yang terutang dengar 
menggunakan SSPD dan atau SPPT
Pembayaran atau penyetoran Pajal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukai 
melalui sistem pembayaran berbasis elektronik. 
Pembayaran atau penyetoran BPHTB ata; 
perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunar 
dari jual beli sebagaimana dimaksud Jalan 
D^r>^1 /1 ~,T^k /O\ 1 K ^v^4 ~ ^<-. -1 «— . 
A CLOCAA 1 CAjCAL \^ ) A A LA A LA A CA CAA A^ IWA * A / L' A VI LA OLA A AVCA A

(6)

(7)

(8)

NPOP.
Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalai 
perjanjian pengikatan jual beli sebelun 
perjanjian pengikatan jual beli sebelun 
ditandatanganinya akta jual bel 
mengakibatka n:
a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang 

Wajib Pajak mengajukan permohona: 
pengembalian kelebihan pembayaran BPHTBj atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Paja 
melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

Pembayaran atau penyetoran BPHT1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan aya 
(5) huruf b paling lambat dilunasi pada saa 
penandatanganan akta jual beli.
Untuk setiap Nilai BPHTB yang suda) 
ditetapkan oleh BAKEUDA wajib melakuka: 
»-* e»t**^ 1-* oyrr* »-r> «n r~» 4-z"» t i v* x r *■■» 4-<>'V <■* t-n 1 C"» V o v4 1 »■ «o> v, r » r^ <>•< *^>
^LxAAA k-/CLj CLA CLA A CALCALA jJ Cl 1 j C L 01 CA.A A A W AACAA1 AVV/A J CL OVJ CL 

hari ditetapkan.
Format SSPD BPHTB sebagaimana dimaksu 
pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dai 
Peraturan Bupati ini.

Pasal 20
(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dape 

melakukan pendaftaran hak atas tanah ata: 
pendaftaran, peralihan hak atas tanah setela



Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayarar 
BPHTB.

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yan; 
melanggar ketentuan sebagaimana dAm.aAxSvAA 
pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengar 
ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

Pasal 21
Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/ata; 
Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturai 
perundang-undangan bukan merupakan objel 
BPHTB, Bupati dapat menerbitkan sura 
1^4 oK4o1r ODTJnro
XVV/UVA «gAA A^CA.A A kJk.AIVCA.l l VJ kJJ V, IV k-J 1 11 A A-J .

Bagian Ketujuh 
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 22
(1) Wajib Pajak, atau kuasanya dapat mengajukai 

permohonan penelitian SSPD BPHTB kepad 
Kepala Badan.

^j 1 VA A AAVA A V A ACAA A OWtAg,CAAAHCA> HA VHAAAAtWW pV.MCA A A y l>

(1) harus disertai dengan:
a. SSPD BPHTB yang telah dicap dan ditandatangar 

oleh PPAT, PPATS, atau Kepala Kantor Lelang;
b. SSPD BPHTB yang telah dicap dan ditandatangar 

oleh Bank atau Bukti pembayaran elektronik;
c. fotokopi SPPT atau cetakan dari aplikasi online;
d. lunas PBB-P2 seluruhnya;
e. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarg; 

o 4- o i ■» •« z4 4-< 4- o r> 1 o ♦ r r» v r o o r-» o 1 ■• h •
CLtCAAA AM-VAAV1LCXO JCAAAmjCA JCAil^ Vll p V 1 OU i 1 I CliVCAAl,

f. fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan, ata 
pemanfaatan tanah berupa:
1. sertifikat;
2. surat Peralihan Hak;
3. surat Keputusan dari Instansi berwenang
4. surat keterangan yang dikeluarkan lura 

dan diketahui oleh camat setempa 
dan/atau 
rl /> 1 >■^ i -w-» o ♦*♦ Ion ■♦'n t r o vn rv o o ♦ o **h i o

%/. VAMAWAAAAV^AA ACAAA A J CXAA^ OV/JV-AAAO.

g. surat Kuasa bermaterai apabila dikuasakan;
h. fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak;
i. khusus BPHTB waris melampirkan:

1. surat keterangan kematian;
2. fotokopi kartu tanda penduduk dan kart 

keluarga seluruh ahli waris; dan
3. surat keterangan waris yang c 

tandatangani lurah dan camat;



k. surat pernyataan yang menerangkan belur 
memiliki bumi dan bangunan di Daerah bagi yan 
mendapatkan NPOPTKP; dan

1. dokumen lain yang diperlukan.
X'VXXXXCXC £/VX XXXWXXMXXCX1 i |>MXXVXX CXCXXX k_?K^X M X—» X A X X J 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantur 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tida 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23
(1) BAKEUDA melakukan penelitian atas SSP1 

BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
(2) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksu 

pada ayat (1) meliputi pemeriksaan -.
a. Kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalar 

SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum
1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBE 

P2 lainnya; dan
2. pada basis data PBB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persej 
yang dicantumkan dalam SSPD BPHT1 
dengan NJOP Bumi per meter persegi pad 
U 4 .-, J ^4 O D O O n .
MCXOXO MCXUCX A X>1-# i Z- ,

c. kesesuaian NJOP Bangunan per mete 
persegi yang dicantumkan dalam SSP1 
BPHTB dengan NJOP Bangunan per mete 
persegi pada basis data PBB-P2;

d. kebenaran dan kewajaran penghitunga 
BPHTB yang meliputi:
1. NPOP;
2. NJOP;
3 NU O PTKP *
4. Tarif dan pengenaan atas objek Paja 

tertentu; dan
5. BPHTB terutang atau yang harus dibayar 

e. kebenaran penghitungan BPHTB yan 
disetor, termasuk besarnya penguranga 
yang dihitung sendiri;

f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yan 
dikecualikan dari pengenaan BPHTE 
4-i 1 y 1 4- •> r> 1 T-> i x TU TU T—T 'T' i
UMX XXXdOM.JX XXXXWXXCX j^MXXg^X'VzM.CXXXCA-XX \JMJMXX X-/X XXX. 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah; dai 
g. survei lapangan untuk mengecek kebenara 

atas data SSPD BPHTB dan dokume 
pendukung, jika dibutuhkan.

(3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksu 
pada ayat (2) huruf d angka 4 melipu 
perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(4) Kriteria pengecualian objek BPHTB bag 
rnasyaralcat berpenghasilan renda



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
yaitu untuk kepemilikan rumah pertama 
dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dengar 
Keputusan Bupati.
K*«« 4-»**ii o 4- z“*v>4" o v» 4-i -i n ol-* O CYO * *’> *"* t ♦'v* 1 »-<<■'»•» ■> ^ w /-* x4 x-AAkk'AACl WXk.VXAlU. Ok/ UCA^CUllACllACl kAlllAlAlVOklkl |>CXkXC

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

ayat (3) 
pemberian 
perolehan

diselaraskan 
kemudahan 

rumah

dengan kebijakar 
pembangunan dar
bagi masyaraka

berpenghasilan rendah yang diatur oleh mentor 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahar 
di bidang pekerjaan umum dan perumahar 
rakyat.
Proses Penelitian atas SSPD BPHTE

paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya 
secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitiar 
di tempat.
Dalam 
BPHTB 
jumlah 
jumlah

hal berdasarkan hasil Penelitian SSPE 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6 
Pajak yang disetorkan lebih kecil dar 
Pajak terutang, Wajib Pajak wajil

membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Kedelapan
Pelaporan

Pasal 24
PPAT, PPATS, atau notaris sesua 
kewenangannya waj i b:
a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepad; 

Wajib Pajak, sebelum menandatangani akt; 
pemindahan Hak atas Tanah dan/atai 
Bangunan; dan / atau

b. melaporkan pembuatan perjanjiat 
pengikatan jual beli dan/atau akta ata 
tanah dan/atau Bangunan kepada Bupat 
paling lambat pada tangga! 10 (sepuluh 
bulan berikutnya.

Dalam hal PPAT, PPATS, atau notaris mclangga 
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( I 
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepulul 

juta rupiah) untuk setiap pelanggarai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru 
a; dan/ atau

v* ^ o^i nnn nnn nn /<^>4,. ;.,4
k>. k^k/AlkACX O^l>k/OCU Ak^ A Vk/k/,k>X/ ^><^^ J

rupiah) untuk setiap laporan sebagaiman 
dimaksud pada ayat ( .1) huruf b.

Kepala kantor yang membidangi pelayanai 
lelang negara wajib:



a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepad; 
Wajib Pajak, sebelum menandatangan 
risalah lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupat 
paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh 
bulan berikutnya.

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanar
lelang negara yang melanggar ketentuar
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakar 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturat
perundang- undangan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB

Bagian Kesatu
Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian

Pasal 25
(1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan dir 

dan/atau objek pajaknya kepada Bupati melalu 
Kepala Badan.

(2) Untuk PBB P2 dengan menggunakan formali 
SPOP dan/atau LSPOP.

(3) SPOP dan/atau LSPOP harus diisi dengai 
benar, jelas dan lengkap dan ditandatangan 
oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sert; 
disampaikan ke BAKEUDA paling lambat 3< 
(tiga puluh) hari kalender sejak diterimany; 
SPOP dan/atau LSPOP.

Pasal 26
Dalam hal perolehan hak tanah dan/atar 
Bangunan disebabkan program pemerintah yan 
dalam peralihan hak tanah dan/atau bangunannya 
masih terutang maka dilakukan penginputai 
BPHTB yang masih terutang dengan menggunakai 
perhitungan NJOP tahun berjalan.

(2)

Pasal 27
JUS <X1<X£1J. X CAXX^XVCA p K / i 1 Cl L*, l :ax.ax 1 v>u/jv-i v l CAJ CAXV kacaj 

Subjek Pajak, Subjek Pajak wajib mengisi SPO. 
dan/atau LSPOP.
SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksu 
pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar 
dan lengkap serta ditandatangani da: 
disampaikan kepada BAKEUDA sesuai wakt 
yang ditentukan oleh Pejabat/petugas yan 
berwenang paling lama 30 (tiga puluh) haj 
sejak SPOPD diterima.



(3) Pengisian S POP dan/atau LSPOP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara 
elektronik.

(4) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1), dapat 
dilakukan dengan cara:
a. penyampaian dan pemantauan

pengembalian SPOP dan/atau LSPOP; dan
b. identifikasi objek Pajak; dan/atau
c. verifikasi data objek Pajak; dan/atau
d. pengukuran bidang objek Pajak;
e. apabila tidak mengembalikan formulir SPOF 

dan/atau LSPOP, akan ditetapkan oleh 
Bupati sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.

(5) Pendataan dilakukan oleh petugas/tin 
pendataan yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati.

(6) Bentuk SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalair 
Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28
(1) Penilaian objek Pajak, dilakukan oleh BAKEUD/ 

secara massal maupun secara individua 
dengan menggunakan pendekatan penilaiai 
atau metode sebagai berikut :
a. pendekatan data pasar; dan/atau
b. pendekatan biaya; dan/atau
c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.

(2) Hasil penilaian objek Pajak sebagaiman; 
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebaga 
dasar penentuan NJOP.

(3) Penilaian objek Pajak terdiri dari objek Pajal 
umum dan objek Pajak khusus.

(4) Objek Pajak umum sebagaimana dimaksu» 
pada ayat (3), terdiri dari :
a. Objek Pajak standar adalah objek Pajak yan 

memiliki kriteria tertentu; dan
b. objek Pajak non standar adalah objek Paja 

yang tidak memiliki kriteria objek Paja' 
standar.

(5) Objek Pajak standar sebagaimana dimaksu 
pada aya t(4)huruf a,memenuhi kriteria sebage 
berikut:
a. tanah :£ 10.000 melebih kecil

atau sama dengan sepulu 
ribu meter persegi);

Jumlah lantai s 4(lebihb. Bangunan





Kecil atau sama dengan 
empat) lantai;dan

c. Luas Bangunan :s 1.000m2(]cbih kecil 
atau sama dengan seribi 
meter persegi).

(6) Objek Pajak non standar sebagaiman. 
dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah objel 
Pajak yang tidak memenuhi kriteria objek Pajal 
standar.

(7) Objek Pajak khusus sebagaimana dimakstu 
pada ayat (3), meliputi :
a. jalan tol;
b. bandar udara dan pelabuhan;
c. galangan kapal dan dermaga;
d. stasiun kereta api;
e. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU);
f. tempat penampungan/kilang minyak, ai 

dan gas, pipa minyak;
g. menara Base Transceiver Station (BTS);
h. taman rekreasi;
i. Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU); dan 
j. lapangan golf.

(8) Penilaian massal dilakukan terhadap objel 
Pajak standar sebagaimana dimaksud pada aya 
(5).

(9) Penilaian massal sebagaimana dimaksud pad; 
ayat (8) dapat berupa:
a. penilaian massal tanah; dan/atau
b. penilaian massal bangunan dengai 

menyusun DBKB.
(10) Penilaian individual dilakukan terhadap objel 

Pajak non standar sebagaimana dimaksud pad; 
ayat (6) dan objek Pajak yang bersifat khusu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengai 
menyusun penyesuaian DBKB.

(11) Penyusunan DBKB sebagaimana dimaksw 
pada ayat (10) didasarkan pada standar harg. 
yang ditetapkan oleh Bupati kecuali untui 
DBKB penilaian massal Bupati dapa 
mempertimbangkan kewajaran yang berdampa 

M TOP pCkkAcA AKVzl 1CA1 IX<A1 1 ivjv/i .

(12) Penilaian individual sebagaimana dimaksu’ 
pada ayat (10) dapat berupa:
a. penilaian individual untuk objek Pajak Bun- 

dengan pendekatan data pasar; dan/atau
b. penilaian individual untuk objek Pajak Bun: 

maupun Bangunan .dengan pendekata: 
biaya; dan / atau

^- jp^niimun individual untuk objek Paja.





bangunan dengan pendekatan kapitalisas 
pendapatan.

(13) Penilaian massal sebagaimana dimaksud pade 
ayat (8) dilakukan oleh petugas penilai yanj 
ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan.

(14) Dalam melakukan penilaian individua 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) Bupat 
atau Kepala Badan dapat bekerja sama dengar 
penilai pemerintah, penilai publik, dan instans 
lain yang terkait.

Pasal 29
(1) Kegiatan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaiai 

Objek Pajak dan Subjek Pajak digunakan untul 
pemeliharaan basis data.

(2) Pemeliharaan basis data dilakukan dengar 
cara:
a. pasif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis dat; 

yang dilakukan oleh BAKEUDA bcrdasarkai 
laporan yang diterima dari Wajib Pajal 
dan/atau pejabat/instansi terkait yan; 
pelaksanaannya melalui prosedur yan;
MVI 1CXXW1 •

b. aktif, yaitu kegiatan pemeliharaan basis dat; 
yang dilakukan oleh BAKEUDA dengan car; 
mencocokkan dan menyesuaikan data objel 
dan subjek Pajak yang ada dengan keadaai 
yang sebenarnya di lapangan atar 
mencocokkan dan menyesuaikan nilai jua 
objek Pajak dengan rata-rata nilai pasar yan 
terjadi di lapangan berdasarkan pemeriksaai 
lapangan yang dilakukan oleh petugas yan 
ditunjuk dalam rangka pendataan terhadai 
Wajib Pajak maupun untuk pengujiai 
keakuratan dalam data objek Pajak.

c. pemeliharaan basis data sebagaiman 
dimaksud pada huruf a dan huruf b dapa 
dilakukan secara online dan dapat melalu 
kerjasama dengan instansi terkait.

(3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatai

Pa-*^ «-1 r> 4*4- o -v.'-, »rs *“* «o »^ *4I f» 4- / ♦ r> <»^ r> <■»■»<-4- o ■•-* ^ » »-» ■» 1 /-> » ✓> »^* «-v» <•» «^ <> r
VXXkXCXX CCXX CXXX , |> VXXk4.CALcAC4.XX OVX UCA J^ V1 l.Ll.C4XCAXX xxx<xooc

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 
BAKEUDA dapat bekerjasama dengan perangka 
Daerah dan/atau instansi terkait dan/atai 
pihak ketiga yang membidangi kegiata: 
tersebut, dan dapat dilakukan secara online.

Bagian Kedua
Pendaftaran SPPT PBB-P2 Objek Pajak Baru



Pasal 30
(1) Pendaftaran objek Pajak baru yaitu pendaftarar 

Objek PBB-P2 yang belum terdaftar.
(2) Pendaftaran objek Pajak baru sebagaimam 

dimaksud pada ayal (1), dilakukan oleh Subjcl 
Pajak dengan persyaratan sebagai berikut :
a. mengajukan permohonan secara tertuli:

dalam Bahasa Indonesia yang ditujukar 
kepada Bupati melalui BAKEUDA;

b. mengisi SPOP dan/atau LSPOP, dengar 
jelas, benar dan lengkap;

c. surat permohonan dan SPOP dan/atar 
LSPOP ditandatangani oleh Subjek Pajal 
atau Wajib Pajak dan dalam ha 
ditandatangani oleh bukan Subjek Pajal 
atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengar 
surat kuasa;

d. melampirkan dokumen pendukung sebaga 
berikut:
1. foto kopi kartu tanda penduduk atar 

identitas diri lamnya;
2. foto kopi bukti kepemilikan, 

penguasaan/ pemanfaatan tana! 
(sertifikat/Surat Keputusan dari Instans 
berwenang/Surat Keterangan yan: 
dikeluarkan Lurah / Kepala Desa dai 
diketahui Camat setempat/dokumen laii 
yang sejenis);

3. foto kopi Izin Mcndirikai 
Bangunan/Persetujuan Bangunan gedun; 
atau surat keterangan kelurahan / Kepal. 
Desa dengan denah lokasi objek Pajal 
atau surat pernyataan luas bangunai 
yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;

4. foto kopi SPPT tetangga;
5. foto objek Pajak;dan
6. titik koordinat objek Pajak.

e. penyelesaian pendaftaran objek Pajak ban 
dilakukan melalui penelitian dan dituangkai 
dalam berita acara melalui prose 
pemutakhiran data.

f. dalam hal bukti kepemilikan/ penguasaan 
pemanfaatan tanah (sertifi kat/AJB / sura
keputusan dari instansi berwenang/ Sura 
Keterangan yang dikeluarkan Lurah/Kepal 
Desa dan diketahui Camat setempat 
dokumen lain yang sejenis) diterbitkan 
(lima) tahun kebelakang sejak saa 

r>-v> <4 O ■fV’ r' VZ~» *'> V» f' 1 n -p r'»-! y» V» ■« V' z4 r'» V» » t 1 i
jL/ K/ a x M- <xx k<A a caa a , 11 t-Li La o c L' A i <r i J iii La <xa i va a 1



dilakukan pengecekan, legilisir, plotting olel 
instansi yang berwenang.

g. membuat surat pernyataaan data baru objel 
Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajal 
Z'» ■• t Z’» 1—« 1 » » » r z’» ♦ t Z'V Z'» V'» Z » f Z-» » 1 ,
CACCAkA CAI XII W Cl i 1O y CA 1 A ^ OCX.il Cl t CA Cl y O 1 1 < 

dikuasakan serta di ta n datangan
Kelurahan/Kantor Desa dan Kecamatai 
lengkap berikut, saksi-saksi, kecuali yan; 
melampirkan bukti kepemilikan berup; 
sertifikat.

h. Dokumen lain yang diperlukan.
(3) Permohonan SPPT objek Pajak baru, ketetapai 

dapat diterbitkan pada tahun berjalan dai 
VIA W A M A VAVCAA A XVV CV- CCA J J CAA 1 <> ^ > X a X A cA| CCAA A CC A

kebelakang.
(4) Format permohonan objek Pajak ban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakai 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat 
ini.

Pasal 31
(1) Berdasarkan basis data, Bupati melalui Kepal; 

Badan menerbitkan SPPT.
(2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1 

bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
(3) Besaran pokok PBB-P2 yang terutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat. (1 
dituangkan dalam SPPT' sebagai ala 
pembayaran PBB-P2.

(4) SPPT dapat diterbitkan melalui:
a. pencetakan massal berapa SPPT PBB P2 da: 

DHKP;
b. pencetakan dalam rangka:

1. penerbitan Salinan SPPT;
2. penerbitan SPPT sebagai tindak lanju 

atas keputusan keberatan, penguranga 
atau p e m b e tu 1 an;

3. tindak lanjut pendaftaran objek Paja 
baru;

4. mutasi sebagian atau seluruhnya obje 
dan subjek;dan

5. permohonan penandaan jatuh ternp 
pembayaran PBB-P2.

c. pencetakan salinan e-SPPT dapat elilakuka 
secara elektronik; dan

d. salinan e-SPPT berlaku sama, statusny 
dengan SPPT non elektronik.

(5) Proses penerbitan SPPT PBB-P2 dape 
dilakukan terhadap pengajuan purmohona



(6)

(7)

(8)

(9)

validasi SPTPD BPHTB secara otomatis yang 
diajukan oleh Wajib Pajak.
Pembayaran atas SPPT sebagaimana dimaksuc 
ayat (2) dilakukan di bank dan/atau tempa 
lain.
Batas akhir pembayaran atas SPP" 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalal 
pada saat jatuh tempo pembayaran.
Saat jatuh tempo pembayaran paling lama € 
(enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajil 
Pajak.
Penentuan Batas waktu jatuh tempe 
pembayaran diktetapkan dengan Keputusai 
Bupati.

Pasal 32
(1) SPPT PBB-P2 ditetapkan, diterbitkan dai 

ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Badan
(2) Pengadministrasian SPPT PBB-P2 dikelompokai 

berdasarkan besarnya pokok ketetapan PBB-P2 
sebagai berikut:
a. Buku I dengan besar pokok ketetapan dar 

i^pv ^11U1 LUpiailj 0UAli^CA.l UVAl^CUI LVplVU.MV’ 

(seratus ribu rupiah);
b. Buku II dengan besar pokok ketetapan lebil 

dari Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampa 
dengan RpSOO.OOO (lima ratus ribu rupiah);

c. Buku III dengan besar pokok ketetapan lebil 
dari Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah 
sampai dengan Rp2.000.000 (dua jut. 
rupiah);

d. Buku IV dengan besar pokok ketetapan lebil 
dari Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sampa 
dengan Rp5.000.000 (lima juta rupiah); dan

e. Buku V dengan besar pokok ketetapan lebil 
dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

(3) Apabila alamat Subjek/Wajib Pajak berada c 
luar rukun tetangga alamat, objek Pajak, mak. 
SPPT PBB-P2 dapat dititipkan kepada pihai 
kelurahan/kepala desa atau ketua ruku: 
tetangga setempat.

(4) Kecamatan dan kelurahan/desa melaporkaj 
hasil penyampaian SPPT PBB-P2 termasu 
permasalahannya kepada BAKEUDA.

Pasal 33
(1) Bupati melalui Kepala Badan memberikan NO 

pada saat Wajib Pajak melakukan pendaftara: 
dam/atau pendataan objek Pajak.



(2) NOP digunakan dalam administrasi perpajakar 
dan sebagai sarana Wajib Pajak dalan- 
melaksanakan hak daii kewajibar 
perpaj akannya.

Pasal 34
(1) NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit.
(2) NOP menggambarkan/menjelaskan kod< 

Provinsi, Daerah, kecamatan, kelurahan/desa 
nomor urut blok, nomor urut objek Pajak dar 
tanda khusus.

(3) Penulisan kode Provinsi terletak pada digit i 
dan 2.

(4) Penulisan kode Daerah terletak pada digit 3 dai 
4.

(5) Penulisan kode kecamatan terletak pada digit 5 
6 dan 7.

(6) Penulisan kode kelurahan/desa terletak pad; 
/■4 i 4- Q O r4 /-»1 O 
Ui^At W, S kACAXl X

(7) Penulisan kode nomor urut blok terletak pad; 
digit 11, 12 dan 1 3.

(S) Penulisan kode nomor urut objek Pajak terletal 
pada digit 14, digit 15, digit 16 dan digit 17.

(9) Penulisan tanda khusus terletak pada digit 18.

Bagian Ketiga
Permohonan SPPT-PBB-P2 Mutasi

r* x% V* r> rv* /-» •»-* / o z-\ li i »-i » I—• >•-> y r r-» r\ U « o I x «”4 o f-* r'» i t l->» r» 1 r
OV k> CA^ACAA X / O V'A VI 1 k,4 i 1 1 1 y CA V/ k>j V I V \A CA I 1 O X I M j X- IV

Pasal 35
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonai 

mutasi sebagian/atau seluruhnya objek dai 
Subjek Pajak berdasarkan pengalihan dan/atai 
pemecahan Objek PBB-P2.

(2) Permohonan mutasi pengalihan sebagian obje' 
dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pad 

w r r> 4- /T t t r 4"» < r> « ■• o 4- i <■» I r 10 o 1 .y » r »-»
CA y «'A t- \ 4. i y CAI c va i x x ca Lc* »3 i CA UCA <3 k/ k/j V IX l CA j CA rv y t A 1 1

dialihkan sebagian kepada Wajib Pajak lai 
dengan sisa objek Pajak masih atas nam 
Wajib Pajak semula atau nama lain.

(3) Permohonan mutasi pengalihan seluruhny 
objek dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksu 
pada ayat (1) yaitu mutasi atas objek Pajak yan 
dialihkan seluruhnya kepada Wajib Pajak lain.

^tj XVAV4.Cd.OA k/MJVAV/ CA CA OJ V XV X <AJ CK XX CACACAHaIi p V A VX XA CAA ACA 

atas data objek/subjek PBB-P2 yan 
diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, da: 
lain-lain.

(5) Mutasi sebagian atau seluruhnya, objek da



subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayai 
(1), dilakukan oleh Subjek Pajak atau Wajit 
Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
a. mengajukan permohonan secara tertulis

dalam Bahasa. Indonesia yang ditujukar 
kepada Bupati melalui BAKEUDA;

b. mengisi S POP, dengan jelas, benar dai 
lengkap;

c. surat permonohonan dan SPOI 
ditandatangani oleh Subjek Pajak atau Wajit 
Pajak dan dalam hal ditandatangani olet 
bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, haru: 
dilampiri dengan surat kuasa;

U. £±AVlCKAAAplA IVCAI 1 VA k> i W4 A A A K. A A p V A A V4 V.4 IV K^ A l ^ .

1. foto kopi kartu tanda penduduk atai 
identitas diri lainnya;

2. bukti perolehan/pengalihanobjek Pajak;
3. foto kopi bukti kepemilikan / penguasaar 

/ pemanfaatan tanah;
4. foto kopi SPPT;
5. foto objek Pajak dan/atau titik koordinat;
6. foto kopi izin mendirikai 

Bangunan/persetujuan Bangunan gedung 
atau surat keterangan kelurahan dengar 
denah lokasi objek Pajak atau sura 
pernyataan luas Bangunan yan; 
ditandatangani oleh Wajib Pajak dai 
bermaterai; d a n

7. foto copi surat setoran BPHTB atai 
SPTPD-BPHTB yang telah divalidasi.

(6) Dalam hal bukti kepemilikan/ penguasaan, 
pemanfaatan tanah diterbitkan 10 jsepuluh 
tahun kebelakang sejak saat pendaftaran, haru 
terlebih dahulu dilakukan pengecekan dai 
dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

(7) Bukti kepemilik an / pengusaan / pcmanfaatai 
tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (C 
dapat berupa:
a. sertifikat;
b. surat peralihan hak;
c. surat keputusan dari instansi berwenang;
d. surat keterangan yang dikeluarkan lural 

dan/atau diketahui camat setempat 
dan/atau

e. dokumen lain yang sejenis.
(8) Pengajuan permohonan mutasi harus melunas 

PBB-P2 terutang sejumlah luas tanah dan/atai 
Bangunan yang dialihkan terhitung sejak tahui 
peralihan.

(0) Penyelesaian mutasi sebagian atau selurul



objek dan subjek PBB P2 melalui penelitian 
lapangan dituangkan dalam berita acara 
pemutakhiran data.

(10) Format permohonan mutasi
sebagian / seluruhnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

Pasal 36
Permohonan pemecahan sebagian objek Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (l' 
yaitu pemecahan atas objek Pajak sebagiar 
masih atas nama Wajib Pajak semula.
Pemecahan sebagian atas objek Pajak masil' 
atas nama Wajib Pajak semula sebagaimam 
dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratar 
sebagai berikut:
a. mengajukan permohonan secara tertulis 

dalam Bahasa Indonesia yang ditujukar 
kepada Bupati melalui BAKEUDA;

b. mengisi SPOP, dengan jelas benar dar
XV»XX^X)XVVAp ,

c. surat permohonan dan SPOP d i tandatangan 
oleh Subjek Pajak atau Wajib Pajak dar 
dalam hal ditandatangani oleh bukan Subjel 
Pajak atau Wajib Pajak, harus dilampir 
dengan surat kuasa;

d. melampirkan dokumen pendukung:
1. fotocopi kartu tanda penduduk atai 

identitas diri lainnya;
2. bukti kepemilikan;
3. fotocopi SPPT; dan
4. fotocopi izin mendirikan bangunan 

persetujuan Bangunan gedung atau sura 
keterangan kelurahan / desa dengai 
denah lokasi objek Pajak atau sura 
pernyataan luas Bangunan yan 
ditandatangani oleh Wajib Pajak.

(3) Pengajuan permohonan pemecahan haru 
melunasi PBB-P2 terutang sejumlah luas tana' 
dan / atau bangun a n yan g d i m i 1 i ki / diku a se 
terhitung sejak tahun peralihan.
i v< a x jy <z x V/o o. x cx.x x j^ vixxGvztx aicaIL ovufA^cui v;l>jVav x i^^ i 

melalui penelitian lapangan dituangkan dalar 
berita acara pemutakhiran data.

(5) Format permohonan pemecahan sebagia:



sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini.

Pasal 37
(1) Mutasi PBB-P2 dapat dilakukan pada saat 

terselesaikannya proses validasi BPHTB secara 
berkelanju tan;

(2) Mutasi PBB P2 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan melengkapi persyaratan mutasi 
dan dapat dilakukan verifikasi lapangan oleh 
petugas.

Bagian Keempat
Permohonan Surat Keterangan NJOP

Pasal 38
(1) Atas dasar permohonan, Wajib Pajak 

mengajukan permohonan surat keterangar 
NJOP.

(2) Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkar 
Surat Keterangan NJOP berdasarkar 
permohonan tertulis dari Subyek Pajak atar 
Wajib Pajak atau kuasanya untuk Objek Pajal 
yang dikenakan PBB-P2 sebelum SPP'J 
diterbitkan, dan Objek PBB-P2 yang tidal 
terkena PBBP2 berdasarkan Pcraturar 
perundang- undangan.

(3) Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkar 
SPPT PBB-P2 atas dasar permohonan dar 
Subyek Pajak atau kuasanya berdasarkan sura 
keterangan NJOP yang telah diterbitkan dengar 
ketentuan membayar kewajiban Pajak sesua 
dengan jumlah yang telah ditentukan.

(4) Permohonan tertulis untuk mendapatkan Sura 
l^v vvx 1 1 *C> O 1 C4i 1 U KA IV O MJ S^iV J CO 1^ VOiVO-k ACOVCO

PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
disertai dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Foto kopi identitas Wajib Pajak;
b. Foto kopi SPPT tahun sebelumnya;dan
c. lunas PBB-P2 tahun berjalan.

(5) Permohonan tertulis untuk mendapatkan Sura 
Keterangan NJOP untuk Objek yang tidal 
terkena PBB-P2 berdasarkan peraturai 
Perundang undangan sebagaimana dimaksu» 
pada ayat (1). dilengkapi dengan:
a. SPOPD yang telah diisi dengan jelas, benar 

dan lengkap serta ditanda tangani;
b. fotocopi identitas Subyek Pajak atau Wajil



Pajak;
c. fotocopi bukti kepemilikan dan/ atar

penguasaan tanah;
d. fotocopi bukti kepemilikan dan/ atav

penguasaan bangunan;
e. fotocopi akta pendirian;
f. surat keterangan instansi terkait; dan
g. surat pernyataan tidak komersil atav 

mencari keuntungan.
(6) Dalam hal permohonan Surat Keterangan NJO1 

diterima BAKEUDA setelah diterbitkannya 
SPPT, ditindaklanjuti dengan menerbitkar 
salinan SPPT.

(7) Salinan SPPT sebagaimana dimaksud p dda ^y<x 
(6) dapat diterbitkan setelah Wajib Pajal 
melunasi kewajiban Pajaknya sesuai dengar 
jumlah yang tertuang, dalam SPPT.

Bagian Kelima 
Permohonan Salinan SPPT

Pasal 39
(1) Permohonan penerbitan salinan SPP 

disampaikan melalui BAKEUDA yang diserta 
persyaratan yaitu;
a. surat permohonan penerbitan salinan SPPT;
b. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
c. lunas PBB-P2 tahun berjalan; dan
d. fotokopi kartu tanda penduduk atar 

identitas diri lainnya;
(2) Format permohonan Salinan SPPT sebagaiman;

1 J' « A-» T z '» z-J z '» O ’ ’ O f / 1 \ F z'» »- z'» O 4 f t ♦—►-'» z4 Z ', II z » ,-»
KA 4.XXXCAXVO ULU* pCAUACA M. y CA U ^ A j UUz 4 Uz CA 4 A t. UI A 4 1 VA CA 1 CA A I

Lampiran yang merupakan bagian tidal 
terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 40
Atas permohonan SPPT PBB-P2 dari objek Pajal 
yang masih bersengketa, BAKEUDA dapat menotal 
pengajuan permohonan dari Wajib Pajak sampe 
dengan adanya putusan pengadilan yang memilik 
1 Z' Z'» 1 XI » Z'» +- Z > «z^ V» l'»! X » -I ■»'V^ T r o ,.-, z y *• z » 4 < » ♦-> 
XWXV UA CA UO X i X X CA XV UI XXX j CAA X ^ 4 U t<A p .

Bagian Keenam
Permohonan Keterangan Lunas PBB-P2

Pasal 41
(1) Pembayaran Pajak dilakukan ke Kas Daera’ 

melalui bank penerima atau tempat lain yan 
ditunjuk oleh Bupati dengan menggunaka 
media SPPT dan/atau SKPD sesuai waktu yan 
ditentukan dalam SPPT dan/atau SKPD.



(2) Apabila pembayaran Pajak melewati bata 
waktu yang ditentukan dalam SPPT dan/atai 
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 
dikenakan sanksi administrasi berupa bung; 
sebesar 1%? (satu persen) per bulan dari jumlal 
Pajak yang belum atau kurang dibayar untul 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat 
bulan terhitung sejak saat terhutangny; 
Pajak.

(3) Apabila penerimaan pembayaran Paja’ 
dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, has; 
penerimaan Pajak harus disetor ke bani 
penerima pada hari dan tanggal yang sama.

(4) Hasil penerimaan Pajak sebagaimana, dimaksu; 
pada ayat (3) harus disetor ke Kas Daerah pad 
hari dan tanggal yang sama.

(5) Bukti pembayaran pelunasan Pajak berup 
STTS atau Bukti Pembayaran lainnya yang sah.

(6) Bank penerima pembayaran Pajak atau tempa 
lain yang ditunjuk oleh Bupati akai 
menerbitkan bukti pembayaran yang sah.

(7) Jika Bank Penerima pembayaran terlambat atai 
tidak menyetorkan penerimaan sesuai wakti 
yang telah ditentukan sebagaimana dimaksu^ 
pada ayat (3), dikenakan sanksi administrat 
berupa bunga yang besarnya 1% (satu perser 
per bulan dari jumlah penerimaan Pajak yan 
terlambat atau tidak dipindahbukukan.

Pasal 42
(1) Jika STTS sebagai bukti pembayaran Paja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (f 
mengalami kerusakan atau hilang, Wajib Paja 
dapat mengajukan permohonan sur< 
keterangan lunas pembayaran Pajak kepad 
BAKEUDA.

(2) BAKEUDA setelah menerima permohona: 
permintaan surat keterangan lunas pembayara 
Pajak dari Wajib Pajak akan melakuka 
pengecekan status pembayaran pada KLIK SPP 
dengan mengeluarkan cetakan si alu 
p em b ayaran.

(3) Berdasarkan hasil pengecekan dan cetaka 
status pembayaran Pajak sebagaiman 
dimaksud pada ayat (2), Kepala Bada 
mcnv^"MitlvSiii not.3 Iconfirrr 13 s i p c m b 3 y 3 r 3 n.

(4) Berdasarkan nota konfirmasi pembayarar 
Kepala Badan dalam waktu 2 (dua) hari kerp 
menerbitkan surat keterangan luna 
pembayaran Pajak.



B a g i a n K c t. u j uli 
Permohonan Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran 

PBB-P2

Pasal 43
(1) Atas dasar keterlambatan diterimanya SPP3 

tahun berjalan Wajib Pajak dapat mengajukar 
permohonan penundaan jatuh tempo.

(2) Permohonan penundaan jatuh tempo diajukar 
dengan mengajukan Permohonan secara tertuli: 
dalam Bahasa Indonesia yang ditujukan kepadi 
Bupati melalui BAKEUDA dilengkap 
persyaratan sebagai berikut:
a. BPPT yang sudah diterima yang dilengkap 

dengan tanggal bukti penerimaan;
b. lunas PBB-P2 tahun berjalan;
c. foto kopi kartu tanda penduduk alat 

identitas diri lainnya; dan
d. fotokopi bukti kepemilikan /penguasaan, 

pemanfaatan tanah (sertipikat/AJB/Sura 
Keputusan dari Instansi berwenang/Sura 
Keterangan yang dikeluarkan Lurah dai 
H « 1 ^ 4- z-» 1z* ■»■»■« T'' z-% ■•->** z—» 4 «-■» <> 4 z"» wz>z> «z> z-» 4-
VlirVVz UO.1 1 V4.1 \~ZCU11CA.V OVz LVi i’lJUCAC.

(3) Penyelesaian permohonan penundaan jatul 
tempo Pembayaran PBB-P2 melalui penelitiai 
yang dituangkan dalam berita acara.

(4) Bupati atau Kepala Badan atas permohonai 
Wajib Pajak atau penanggung Pajak setelal 
memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapa 
memberikan persetujuan melalui sura 
keputusan untuk menunda jatuh temp 
pembayaran PBB P2 dalam kurun waktu tahui 
Pajak.

Bagian Kedelapan 
Pengurangan PBB-P2

Paragraf 1
Tata Cara Pengurangan PBB-P2

Pasal 44
(1) Bupati dapat memberikan stimulus berup 

pengurangan, yang disebabkan kenaika 
ketetapan PBB-P2 tahun berjalan denga 
besaran kenaikan diatas 10% (sepuluh perser 
dari ketetapan PBB-P2 1 (satu) tahu 
sebelumnya.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada aye



(1) diberikan secara otomatis tanpa melalu 
proses pengajuan.

Pasal 45
(1) PcnguranganP B B P2 dapat diberikan kepaek 

Wajib Pajak:
a. karena kondisi tertentu objek Pajak yang adi 

hubungannya dengan Subjek Pajal 
dan/atau karena sebab tertentu lainnya 
dan / atau

b. Kondisi objek Pajak terkena bencana alan 
atau sebab lain yang luar biasa.

(2) Kondisi tertentu objek Pajak yang adi 
hubungannya dengan Subjek Pajakdan/atar 
karena sebab-sebab tertentu lainnyi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru 
a,diberikan pengurangan,kepada:
a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya oran; 
pribadi veteran pejuang kemerdekaan 
veteran pembela kemerdekaan, penerim; 
tanda jasa bintang gerilya, atat
j anda/ dudany a;

2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya oran: 
pribadi mantan Presiden dan Waki 
Presiden dan mantan Gubernur dai 
Wakil Gubernur dan Mantan Bupati dai 
Mantan Wakil Bupati atai 
janda/dudanya;

3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya oran; 
pribadi yang penghasilannya semata
AI A CV U d KA C A A A K.z A A O k V-A A A CA. A A A l N v_J VA O. A 1 f CV t.CV t 

Purnawirawan TNI Polri atai 
janda/dudanya sehingga kewajiban PBB 
P2 sulitdi penuhi;

4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya oran 
pribadi yang berpenghasilan rendal 
sehingga kewajibanPBB-P2 sulite 
penuhi;

O. V> VJJ V/XV I Cvj CA.IV y AAAA^ VV CtjAkJ A CA j CA AVI A y CV V A CAA 1 

pribadi yang berpenghasilan semata 
mata dari pensiunan BUMN, BUMD da: 
swasta atau janda/dudanya sehingg 
kewajiban PBB-P2 sulitdi penuhi.

b. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugia: 
dan kesulitan likuiditas pada tahun Paja. 
sebelumnya sehingga tidak dapat memenuh 
kewajiban rutin.

(2) Bencana, alam sebagaimana dimaksud pad



Ayat (1) huruf b, adalah bencana alam yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 
peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara 
lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, 
banjir, kekeringan, angin topan dan/atau tanah 
longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) huruf b, meliputi 
kebakaran, kerusuhan.

(5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayal 
(1) diberikan atas:
a. PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam 

SPPT PBB-P2; dan/atau
b. PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam 

SKPD adalah pokok Pajak dan dende 
administrasi.

(6) Pengurangan sebagaimana dimaksud pade 
ayat. (1), d ap a t diberikan:
a. sebesar 100% (seratus persen) dari PBB Pf 

yang terutang dalam hal kondisi tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru 
a angka 1;

b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dar 
PBB-P2 yang terutang dalam hal kondis 
tertentu sebagaimana dimaksud pada aya 
(2) huruf a. angka 2;

c. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB P: 
yang terutang dalam hal kondisi tertenti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2 
huruf a angka 3 untuk pensiunan PNS 
golongan I dan II, serta purnawirawar 
1x4a/ I VIA 1 jclaa^ ovLcU ck,

d. sebesar 45% (empat puluhlima persen) dar 
PBB-P2 yang terutang dalam hal kondis 
tertentu sebagaimana dimaksud pada aya 
(2) huruf a angka 3 untuk pensiunan PN1 
golongan III, serta purnawirawan TNI/Poli 
yang setara;

e. sebesar 40% (empat puluh persen) dar 
PBB-P2 yang terutang dalam hal kondis

4-i i ci <=» V*/"> rvn t O *n O <4 » «-VW o 1 ^ <1 * , <4 *i /~» z~3 z-> zi. ■< r <a 
w1 W1A U M- o V M < * ^ < 1-1 i 11 <•*! A CA VI A A A L Cl XV O U* VI |> Cl VI. Cl Cl Jf CA 

(2) huruf a angka 3 untuk pensiunan PN! 
golongan IV, serta purnawirawan TNI/Poli 
yang berpangkat perwira menengah sampe 
dengan perwira tinggi;

f. sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P 
yang terutang dalam hal kondisi tertenti 
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huru 
a angka 4 serta ayat 2 huruf b;

✓v i nnn/ noo r>
^. o v^ ka Vz o caa a. v/v? yu ^oVzi ciuyio ^.avza ov-> x / kaca a a a iui.>" a



yang terutang dalam hal objek Pajak terkena 
bencana alam atau sebab lain yang luar 
biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) 
dan ayat (4); dan

11. OV^V'OCll ^ O / \) ^VUUKA |.JC41kAll j?V 1 0^-/1 lj kllAl i 4 £>£J » z.,

yang terutang dalam hal objek Pajak tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
angka 5.

(7) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1),dapat diberikan berdasarkan permohonan 
Wajib Pajak paling lambat diajukan:
a. 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT oleh 

Wajib Pajak;
U. X ^ocll'dj MVtlClll OVjclK <11 LV/1 11 41 CAI A J Cl K-Mvi £> ?

c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tangga
terjadinya bencana alam; atau

d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tangga
terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali 
apabila Wajib Pajak dapat menunjukar 
bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak 
dapat dipenuhi karena keadaan di luai 
kekuasaannya.

(8) Permohonan pengurangan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapa 
diajukan secara:
a. Perseorangan untuk PBB-P2 yang terutang 

yang tercantum dalam SPPT; atau
b. Perseorangan atau kolektif untuk PBB P. 

yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
(9) Permohonan pengurangan secara kolekti 

sebagaimanadimaksudpadaAyat(8)hurufb,  dapat 
diajuk «.n z
a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondis 

tertentu sebagaimana dimaksud pada aya 
(2) huruf a, angka 1 dan angka 2 dengai 
PBB-P2 yang terutang paling banyal 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
atau

b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal:
1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksu* 

pada ayat (2) huruf a,angka ldan angka 
dengan PBB P2. Terutang paling banyai 
Rp.500.000.000,00(lima ratus jut 
rupiah);

2. kondisi tertentu sebagaimana dimaksu< 
pada ayat (2) huruf a, angka 3, angka ■ 
atau angka 5, dengan PBB-P2 yan 
terutang paling banyak Rp.200.000,0 
(dua ratus ribu rupiah);atau

3 objek Pajak sebagaimana dimaksud pad



ayat (3) dan ayat(4 )dengan PBB-P2 
terutang paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(10) Permohonan pengurangan yang diajukan secare 
perseorangan sebagaimana dimaksud padi 
ayat(8), harus memenuhi persyaratan formal:
a. Permohonan pengurangan yang diajukar 

secara perorangan:
1. Wajib Pajak veteran pejuang 

kemerdekaan, veteran pembek
kemerdekaan,penerima tanda jast
bintang gerilya atau janda/dudanya 
mantan Presiden dan Wakil Presiden dai 
mantan Gubernur dan Wakil Gubernur 
dan Mantan Bupati dan Mantan Waki 
Bupati atau janda/dudanya:
a) Fotocopi kartu tanda penduduk;
b) Fotocopi kartu tanda anggota veteran;
c) fotocopi surat keputusan tentang 

pengakuan, pengesahan dai 
penganugerahan gela r kehormatai 
dari pejabat yang berwenang;

VI j O KAA CAI. AVVzp KA UAAOCAA

pengangkatan atau pemberhentiai 
sebagai presiden dan Wakil Presiden 
Gubernur dan Wakil Gubernur dai 
Mantan Bupati dan Mantan Waki 
Bupati;

e) fotocopi surat keterangan kematian;
f) fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahui 

berjalan;
g) fotocopi SPPT PBB tahun berjal an; d an
h) fotocopi bukti kepemilikai 

/penguasaan /pemanfaatan tanah.

2. Wajib Pajak orang pribadi yan 
penghasilannya semata mata dai 
pensiunan sehingga kewajiban PBB-P: 
sulit dipenuhi:
a) Fotocopi kartu tanda penduduk;
b) Fotocopi kartu keluarga;
c) Fotocopi surat keputusan pensiun;
d) Fotocopi slip pensiun atau dokume 

sejenisl ainnya;
e) Fotocopi bukti kepemilika 

/penguasaan/pemanfaatan tanah;
f) Fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 tahu 

Pajak sebelumnya (5 tahun sebelumnya 
dan

M p o * <. ; G' i > m' o o o r> n <,, u .. ^ k i..



3. Wajib Pajak orang pribadi yang 
berpenghasilan rendah sehingga 
kewajiban PBB-P2 sulit dipenuhi:
a) Fotocopi kartu tanda penduduk atau 

identitas diri lainnya;
b) Fotocopi kartu keluarga;
c) surat pernyataan dari Wajib Pajak 

yang menyatakan bahwa penghasilan 
Wajib Pajak rendah dari tempat 
bekerja, apabila Wajib Pajak tidak 
berpenghasilan dilengkapi dengar 
surat keterangan RT/RW dar 
diketahui Lurah / Kepala Dos;
o « t ? > »^-> »-v /~, +■ - 
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d) fotocopi bukti pelunasan PBB Pz 
tahun Pajak sebelumnya (5 tahur 
sebelumnya);

e) fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan 
dan

f) fotocopi bukti kepemilikar
/penguasaan/pemanfaatan tanah.

4. Wajib Pajak orang pribadi yan^ 
berpenghasilan rendah yang NJOPpc; 
meter perseginya meningkat akiba 
perubahan lingkungan dan dampal 
positif pembangunan:
a) Fotocopi kartu tanda penduduk atar 

identitas diri lainnya;
b) Fotocopi kartu keluarga;
c) surat pernyataan dari Wajib Pajal 

yang menyatakan bahwa penghasilai 
Wajib Pajak rendah dari tempa 
bekerja;

d) SPPT tahun sebelumnya;

e) Fotocopi bukti pelunasan PBB P' 
tahun Pajak sebelumnya (5 tahui 
sebelumnya);

f) fotocopi bukti kepemilikai 
/penguasaan/pemanfaatan tanah;

g) surat keterangan dari lurah/kepal 
desa yang menerangkan adany 
pembangunan fisik oleh Pemerinta' 
Pusat/Daerah atau pembanguna: 
komersial yang berdampak pad 
perubahan lingkungan dan dampa 
positif pembangunan; dan

h) fotocopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.
5. Wajib Pajak orang pribadi yan 

berpenghasilan semata mata dai



pensiunan BUMN, BUMD dan swasta 
atau janda/dudanya sehingga kewajiban 
PBB-P2 sulit dipenuhi:
a) Fotocopi kartu tanda penduduk atau

1U v 1 1 UA UCA o U U 1 i IA l l 1 A A y C*. ,

b) Fotocopi kartu keluarga;
c) Fotocopi surat keputusan pensiun;
d) Fotocopi slip pensiun atau dokumen 

sejenis lainnya;
e) Fotocopi bukti kepemilikan/ 

penguasaan/ pemanfaatan tanah;
f) Fotocopi bukti pelunasan PBB-P2 

tahun Pajak sebelumnya (5 (lima' 
tahun sebelumnya); dan

g) Fotocopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.
b. Permohonan pengurangan .yang diajukar 

Wajib Pajak badan yang mengalami kerugiar 
dan kesulitan likuiditas pada tahun Pajak 
sebelumnya sehingga tidak dapat memenuh 
kewajiban rutin:
1. Foto copi kartu tanda pendudul-

pengurus;
2. k oto copi putusan pailit dari pcngadtlar 

negeri/instansi yang berwenang;
3. Foto copi laporan keuangan minimal J 

(tiga) tahun terakhir;
4. Foto copi SPT tahunan dan PPh tahur 

Pajak sebelumnya;
5. Foto copi SPPT tahun sebelumnya;
6. Foto copi bukti pelunasan PBB P2 tahui 

sebelumnya (5 (lima) tahun sebe lumnya).
7. Fotocopi SPPT PBB P2 tahun berjalan.

c. Permohonan pengurangan yang diajukar 
Wajib Pajak perorangan atau badan karen; 
bencana alam atau sebab lain yang lua 
biasa:
1. fotocopi kartu (anda penduduk atar 

identitas diri lainnya;
2. surat pernyataan dari Lurah/Kepala Des; 

setempat atau instansi terkait sepert 
BPBD, Dinas Kesehatan, Dina 
Ketahanan Pangan yang menyatakar 
objek Pajak terkena bencana alam atai 
sebab lain yang luar biasa;

3. surat pernyataan dari Wajib Pajak yan 
menyatakan Wajib Pajak terkena bencan 
alam atau sebab lain yang luar biasa;

4. foto copi SPT tahunan dan PPh tahu: 
Pajak sebelumnya untuk badan;
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6. foto copi bukti pelunasan PBB P2 tahui 
berjalan.

7. foto copi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.
d. Pengajuan permohonan pengurangar 

PBB-P2 perorangan yang diajukan sccari 
kolektif ole hlurah
1. foto copi kartu tanda penduduk masing 

masing Wajib Pajak;
2. surat, permohonan pengurangan dar 

masing-masing Wajib Pajak;
3. surat keterangan dari lurah/kepala dest 

setempat atau instansi terkait yan; 
mendukung alasan permohonan Wajil 
Paj a k;

4. foto copi SPPT tahun sebelumnya masing 
masing Wajib Pajak;

5. foto copi bukti pelunasan PBB-P2 
tahun sebelumnya masing- masing Wajil 
Pajak; dan

6. foto copi SPPT PBB-P2 tahun berjalan.
(11) Bagi Wajib Pajak .yang telah mendapatkai 

persetujuan pengurangan pada tahui
O V- M Vz A KA X1 A X A y CA VI CA p Cl L i i 1 V/ A CA I A A j™* A A IV CL A A .

a. foto copi kartu tanda penduduk atai 
identitas diri lainnya;

b. foto copi kartu keluarga;
c. surat permohonan pengurangan;
d. keputusan persetujuan pengurangan
e. 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
f. SPPT PBB-P2 Tahun berjalan.

(12) Bagi Wajib Pajak pensiunan PNS/BUMN/BUM1 
yang telah diberikan persetujuan penguranga; 
pada tahun sebelumnya dapat diberika: 
pengurangan tanpa mengajukan permohona: 
selama memenuhi kriteria sebagaiman 
dimaksud pada ayal (10) huruf a angka 1, 2 da: 
5 dan masih berstatus sebagai pemili 
rumah/tanah serta melalui mekanism 
verifikasil apangan.

(13) Permohonan pengurangan yang tida 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksu 
pada. ayat (7), dianggap bukan sebagi
permohonan sehingga tidak daps 
dipertimbangkan.

(14) Dalam hal permohonan pengurangan tida 
dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksu 
pada ayat(ll) Bupati atau Kepala Badan dalai 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja seja 
tanggal permohonan tersebut diterima, haru 
memberikan jawaban secara tertulis denga



memberitahukan kekurangan persyaratan serta 
alasan yang mendasari kepada:
a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal 

permohonan diajukan secara perseorangan; 
atau

b. pengurus LVRI setempat, pengurus PPRS 
atau organisasi sejenisnya atau 
Lurah/Kepala Desa setempat dalam hal 
permohonan diajukan secara kolektif.

(15) Kewenangan Penyelesaian Permohonan 
Pengurangan PBB-P2 meliputi:
a. Kepala BAKEUDA atas dasar Keputusan 

Bupati berwenang memberikan keputusan
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yang terutang; atau
b. dalam hal pejabat sebagaimana dimaksuc 

pada huruf a tidak dapat melaksanakan 
tugasnya karena berhalangan makc 
penandatanganan dapat dilaksanakan oleh 
Sekretaris BAKEUDA atau Kepala Bidang.

(16) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayai 
(13) ditentukan setelah dilakukan penelitar 
administrasi terhadap permohonan yan^ 
diajukan oleh Wajib Pajak dan harus adi 
keputusan paling lambat 3 (tiga) bulan sejal 
diterimanya permohonan dari Wajib Pajak

(17) Keputusan sebagaimana dimaksud pada aya 
(14) dapat berupa menerima seluruhnya 
sebagian atau ditolak.

(18) Pemberian pengurangan sebagaiman; 
dimaksud pada ayat (1) hanya diterapkan
^OCAW-j AVCU.A CWpCAVCA OVllCAp V* CAJ i V i <AJ vl IV p W U, W J V 1 

Pajak yang ditempati.
(19) Format permohonan pengurangan sebagaiman; 

dimaksud pada ayat (7) dan Ayat (10) sert; 
format laporan hasil penelitian sebagaiman; 
dimaksud pada ayat (14), tercantum dalan 
Lampiran yang merupakan bagian tidal 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46
(1) Penyelenggara Satuan atau Program Pendidikai 

Swasta dan Rumah Sakit Swasta merupakai 
Wajib Pajak.

(2) Bumi dan/atau Bangunan yang dimilik: 
dikuasai, dan/atnu dimanfaatkan olel 
penyelenggara satuan atau program pendidikai 
swasta dan rumah sakit swasta merupakai 
obyek Pajak yang dapat dikenakan Pajak.

(3) Obyek Pajak yang dapat dikenakan Paja



sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
yang dimanfaatkan oleh penyelenggara 
satuan atau program pendidikan swasta dan 
rumah sakit swasta yang memperoleh 
keuntungan.

(4) Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayal 
(3) bagi penyelenggara satuan atau program

(5) pendidikan swasta adalah selisih lebih 
antara besarnya penerimaan yang diperoleh 
dari:
a. sumbangan pembinaan pendidikan;
b. biaya seleksi masuk penyelenggara, satuar 

atau program pendidikan swasta;
c. sumbangan wajib pembangunan j 

pengadaan prasarana; yang dikenakar 
kepada murid / mahasiswa;

d. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan perar 
dan fungsi penyelenggara satuan atar 
program pendidikan swasta;

e. penerimaan dari hasil usaha sampingan 
dan/atau

f. bentuk penerimaan lain dan sebagainyi 
dikurangi biaya pengeluaran rutir 
/operasional.

(6) Informasi keuntungan sebagaimana dimaksut 
pada ayat (4) disajikan dalam laporan keuangar 
tahunan penyelenggara satuan atau progran 
pendidikan swasta sebelum tahun Pajak yan; 
bersangkutan.

(7) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada aya 
(3) bagi Rumah Sakit Swasta disajikan dalan
ACAJ^MA AAA 1 XW kACAl A^CAl 1 UCAi i VAAA Cl l 1 O V k/V * UA A A A VCA l * UA > 

Pajak yang bersangkutan.
(8) Laporan keuangan tahunan sebagaiman; 

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5 
disampaikan ke BAKEUDA paling lambat 3 (tiga 
bulan setelah tanggal diterimanya SPPT.

(9) Apabila penyelenggara satuan atau progran 
pendidikan swasta dan rumah sakit swast. 
tidak menyampaikan laporan keuangai 
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4 
dalam batas waktu sebagaimana dimaksu» 
pada ayat (6), BAKEUDA menerbitkan SPP 
secara jabatan.

(10) Terhadap laporan keuangan tahunai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan aya 
(5) yang ternyata tidak menunjukkan adany 
keuntungan, BAKEUDA melakukan pengeceka: 
atau verifikasi.



Pasal 47
(1) Apabila Penyelenggara satuan atau program 

pendidikan swasta dan rumah sakit swasta 
dapat membuktikan bahwa dalam kegiatannya 
nyata-nyata tidak memperoleh keuntungan atau 
institusi pelayanan sosial masyarakat, maka 
penyelenggara satuan atau program pendidikan 
swasta dan rumah sakit swasta tersebut dapat 
mengajukan permohonan pengurangan atau 
permohonan pembatalan SPPT.

(2) Penyelenggara satuan atau program pendidikan 
swasta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1 
dapat terpenuhi apabila memenuhi salah satu! 
•»—»-i-z-kt*^ z> • 
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a. mengikuti program wajib belajar Pemerintah 
Daerah;

b. menerima bantuan operasional sekolah dar 
Pemerintah;

c. Sumbangan pembinaan pendidikan dar 
pungutan lainnya dengan nama apapur 
rata-rata:
1. SD swasta dan sederajat diatas Rp 

50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
2. SMP swasta dan sederajat diata: 

Rp 100.000,C)0(seratus ribu rupiah);
3. SMA swasta dan sederajat diata: 

Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribt 
rupiah); dan

4. Perguruan tinggi swasta dan sederaja 
diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah 
satu tahun.
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meter persegi) untuk SD, SMP dan SM/ 
Sederajat dan diatas 2.000 m2 (dua ribi 
meter persegi) untuk perguruan tingg 
swasta dan sederajat;

e. lantai tingkat bangunan diatas 1 (satu 
lantai untuk SD, SMP dan SMA dan diata 
4 (empat) lantai untuk perguruan tingg 
swasta dan sederajat;
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persegi) untuk SD, SMP dan SMA dan diata 
20.000 m2 (dua puluh ribu meterperseg: 
untuk perguruan tinggi swasta dai 
sederajat; dan

g. jumlah siswa diatas 500 (lima ratus) sisw 
untuk SD, SMP dan SMA dan diatas 3.00 
(tiga ribu) mahasiswa untuk perguruan ting^ 
Swasta dan sederajat.

(3) Penyelenggara satuan atau program rumah sak:



swasta sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat 
terpenuhi apabila memenuhi salah satukriteria:
a. 25% dari jumlah tempat tidur digunakan 

untuk pasien tidak mampu;
b. Sisa hasil usaha untuk reinvestasi rumah 

sakit dalam rangka pengembangan rumah 
sakit dan tidak digunakan untuk investasi 
diluar rumah sakit; dan

c. Rumah sakit swasta yang di’unjuk sebagai 
peserta jaminan kesehatan masyarakat.

(4) Pengajuan permohonan pengurangan Pajak 
atau permohonan pembatalan SPPT untuk 
satuan program pendidikan dilengkapi dengan:
a. foto copi' akta pendirian satuan program 

pendidikan;
b. foto copi identitas Wajib Pajak/pcmohon;
c. Fotokopi SPPI;
d. Fotokopi bukti kepemilikan;
e. Fotokopi lunas PBB-P2 tahun berjalan;
f. Laboran keuangan yang telah diaudit oleh 

aparat pengawasan fungsional pemerintah 
dan/ atau akuntan publik; dan

g. laporan penerimaan dan pengeluaran.
(5) Pengajuan permohonan pengurangan Pajal 

atau permohonan pembatalan SPPT untul 
Rumah Sakit Swasta dilengkapi dengan:
a. foto copi akta pendirian rumah sakit;
b. foto copi identitas Wajib Pajak/pemohon;
c. foto copi SPPT;
d. foto copi bukti kepemilikan;
e. foto copi lunas PBB P2 tahun berjalan;
f. laporan keuangan yang telah diaudi tolol 

aparat pengawasan fungsional pcmerintal 
dan/ atau akuntan publik;

g. laporan penerimaan dan pengeluaran;
h. Surat penunjukkan/penetapan rumah saki 

sebagai peserta jaminan kesehatai 
Masyarakat dari Dinas Kesehatan; dan

i. laporan seluruh jumlah tempat tidur untul 
pasien tidak mampu.
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pada ayat(l) diberikan sebesar 25% (dua pulul 
lima persen) dari nilai SPPT terutang.

(7) Bagi program penyelenggaraan pendidikai 
swasta dan Rumah Sakit Swasta sebagaimana 
dimaksud ayat (1) yang memiliki lebih 1 (satu 
objek Pajak dengan manajemen yang same 
maka yang berhak mendapat penguranga: 
adalah yang memiliki NJOPTerbesar.



Bagian Kesembilan 
Perrn o h o n an K c b era t a n

Pasal 48
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan 

secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala 
Badan atas surat keputusan atau surat 
ketetapan sebagai berikut:
a. SPPT PBB-P2;
b. SKPD;
c. SKPDKB;
d. SKPDKBT;
e. SKPDLB; dan
f. SKPDN.

(2) Keberatan dapat diajukan dalam hal:
a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek 

Pajak Bumi dan/atau Bangunan atau nilai 
jual objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan 
tidak sebagaimana mestinya; dan /atau

b. Terdapat perbedaan penafsiran ketentuan 
peraturan PBB-P2.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l' 
dapat diajukan secara perorangan atau kolektif:
a. Perorangan at.au kolektif untuk SPPT; atau
b. perorangan untuk SKPD.

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksuc 
pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
a. Satu surat permohonan keberatan untuk 1 

(satu) SPPT atau SKPD;
b. Diajukan secara tertulis dalam Bahase 

Indonesia; 
z- davu'ttt^a.
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d. Dilampiri asli SPPT/fotokopi /informas
rincian SPPT atau SKPD yang diajukar 
keberatan;

e. Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutang 
menurut penghitungan Wajib Pajak diserta 
dengan alasan yang mendukung pengajuar 
keberatannya disertai dengan:
1. foto copi kartu tanda penduduk atar 

identitas dirilain nya;
2. foto copi bukti kepemilikan /penguasaai 

/pemanfaatan tanah, antaralain:
a) sertifikat;
b) surat peralihan, hak;
c) surat. keputusan dari instans 

berwenang; atau
d) surat keterangan yang dikeluarkai 

lurah/kepala desa dan diketahu 
camat setempat.



3. foto copi ijin mendirikan 
bangunan/persetujuan Bangunan gedung 
atau surat keterangan kelurahan/desa 
dengan denah lokasi objek Pajak atau 
s U.r ctt. p c vny 3 t c ici n lxx <x s b h r * g vi n <an y ci n g 
ditandatangani olehWajib Pajak.

4. surat kuasa bermaterai jika permohonan 
keberatan dikuasakan.

5. mengisi surat pemberitahuan objek Pajak.
6. foto copi SPPT tetangga terdekat.
7. foto objek Pajak.
8. Wajib Pajak telah melunasi Pajak yang 

masih harus dibayarkan paling sedikir 
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajal 
dalam pembahasan akhir hasi 
pemeriksaan atau pembahasan akhir 
hasil verifikasi sebelum surat keberatar 
disampaikan.

f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulai 
sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (satu 
bulan sejak tanggal diterimanya SKPD 
kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasany; 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tu 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan dilua 
kekuasaannya; dan

g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajil 
Pajak, dan dalam hal surat Keberatar 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajal 
harus dilampiri dengan surat kuasa.

(5) Tanggal penerimaan surat permohonai 
keberatan yang dijadikan dasar untul

z-» z-y i z4 z’» 1 z-» <- z~» z r z-r z-» 1 4- z-> »~-> wz* .
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surat, permohonan keberatan yang disampaikar 
langsung oleh Wajib Pajak atau kuasany; 
kepada BAKEUDA.

(6) Apabila surat permohonan keberatar 
dikirimkan melalui jasa pengiriman, Tangga 
penerimaan surat permohonan keberatan yan 
dijadikan dasar untuk memproses keberatar 
adalah tanggal terima surat permohonai

(7) Format Pengajuan keberatan sebagaiman 
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalar 
Lampiran yang merupakan bagian tida 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49
(1) Pengajuan keberatan untuk SPPT secar 

kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3) huruf a dilakukan untuk setiap SPP



yang tergolong dalam buku 1 (satu).
(2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksuc 

pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada 
Bupati melalui BAKEUDA.

/DI h^ nk» z"> »~ z~» 4- z~» -v» *•■» x-» I-» r> zv/-» • z’» »■"» n z-4 » »-v> z-* Irm » / I •-* < * <-1 z--» z-» ■» t z-» A / ^
^/ j X w W A CA CCU- A O v M CL^ CAA i 1 1 4 A i I <A KA A X1 A CA IV O Wl V I p C 4 k 4 4 A CA j CA C y X

harus memenuhi persyaratan sebagi berikut:
a. diajukan secara tertulis dalam Bahas? 

Indonesia;
b. diajukan kepada Bupati melalui BAKEUDA;
c. dilampiri SPPT asli;
d. Surat keterangan lurah/kepala des?

setempat;
e. Dikemukakan jumlah PBB-P2 yang terutanj 

menurut penghitungan Wajib Pajak diserta 
dengan alasan yang mendukung pengajuai 
Keberatannya disertai dengan:
1. foto copi identitas Wajib Pajak, dan fot< 

copi identitas kuasa Wajib Pajak dalan 
hal dikuasakan;

2. foto copi bukti kepemilikan
penguasaan/ pemanfaatan tanal 
(sertifikat/ AJB/ dokumen lain yan: 
sejenis);

3. foto copi ijin mendirikan bangunan 
persetujuan bangunan gedung atau sura 
keterangan lurah/kepala desa;

4. Surat kuasa bermaterai jika pcrmohonai 
ke b e ratan d i k u a sak a n;

5. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Paja 
(SPOP) dan;

6. foto copi SPPT tetangga terdekat.
f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bula: 

sejak tanggal diterimanya SPPT atau 1 (sate 
bulan sejak tanggal diterimanya SKPC 
kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasany 
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu it 

tidak dapat dipenuhi karena keadaan dilua 
kekuasaannya.

(4) Tanggal Penerimaan surat keberatan yan 
dijadikan dasar untuk memproses sur? 
keberatan adalah:
o 4* z v" z-v z-» 1 ^~ z~» «—t «'V» z~» < T »~ z-» < )r Z » l-> z-» z'» 4 z’» x4 z-» 1 z-» z
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disampaikan secara langsung oleh Waji 
Pajak atau kuasany?! kepada BAKEUD/ 
atau

b. tanggal tanda pengiriman surat keberatar 
dalam hal disampaikan melalui pos tercat? 
dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 50



membayar Pajak yang terutang dan pelaksanaan 
penagihannya.

Pasal 51 
ikVMucu>5cui gama o pvz M.&UJ Licu i xv\^ k> v * <1 k co» ka i i r 

dan/atau SKPD yang terutang diberikan oleh 
Kepala BAKEUDA atas pelimpahan kewenangar 
dari Bupati.

Pasal 52
(1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3€ 

sesuai kewenangannya dalam jangka wakti 
paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejal 
tanggal penerimaan surat keberatan, haru: 
memberikan keputusan atas pengajuar 
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 
46.

(2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksuc 
pada ayat (1) dapat berupa menerim; 
seluruhnya atau sebagian, menolak, atai 
menambah besarnya jumlah Pajak yan; 
terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksuc 
pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusai 
belum diterbitkan, pengajuan Keberatai 
dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusai 
sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalan 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulai 
terhitung sejak jangka waktu dimaksu» 
berakhir.

(4) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkai 
perubahan data dalam SPPT, BAKEUDj 
menerbitkan SPPT dan SKPD baru berdasarkai 
keputusan Keberatan tanpa mengubah saa 
jatuh tempo pembayaran.

(5) SPPT dan SKPD baru sebagaimana dimaksu1 
pada ayat (4) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 53
Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Waji 
Pajak dapat, menyampaikan alasan tambahan ata 
penjelasan tertulis sepanjang surat keputusa 
keberatan belum diterbitkan.

Bagian Kesepuluh 
Permohonan Pengembalian

Pasal 54
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohona

M V X A ^Kz A XX k/ CM- -»- CVA A AV M A K ' / i * i <u 4 1 p V * * * M < * / * * * ‘ ‘ I 1 * CA j < * I V V * CA



kompensasi kepada Bupati melalui BAKEUDA, 
permohonan diajukan dalam jangka waktu 
3(tiga) bulan sejak dilunasinya SPPT, kecuali 
pada kondisi terjadi masalah NO PGanda, 
Penggabungan UOP, atau «t aji b 1 aja^v caahv» 

kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 
diluar kekuasaannya.

(2) Kelebihan pembayaran Pajak dan kompensasi 
dapat terjadi,dalam hal:
a. Pajak yang dibayar ternyata lebih 

besar dari yang seharusnya terutang;
b. dilakukan pembayaran Pajak yan^ 

seharusnya tidak terutang,
c. permohonan pengurangan Pajak yan^ 

terutang dikabulkan;
d. pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD 

SKPDLB dan STPD dikabulkan sebagian atat 
seluruhnya;

e. Permohonan banding terhadap keputusar 
keberatan dikabulkan sebagian atm 
seluruhnya; atau

f. perubahan peraturan.
(3) Apabila terjadi kesalahan pembayaran yani 

dilakukan oleh Wajib Pajak maka tidak dapa 
dilakukan pengembalian/kompensasi.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud padi 
ayat(l), dinyatakan secara tertulis dai 
ditandatangani, dengan sekurang kurangny; 
memuat:
a. foto copi kartu tanda penduduk ata; 

identitas diri lainnya;
b. foto copi SPPT Tahun berjalan;
c. Fotokopi bukti kepemilikan / penguasaai 

/pemanfaatan tanah ( sertifikat / AJB 
Gambar Ukur Resmi Badan Pcrtanahai 
Nasional/ Surat Keputusan dari Instans 
berwenang/ Surat Keterangan yan 
dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dai 
diketahui Camat setempat/dokumen lab 
Yang sejenis);

d. lunas PBB 5 (lima) tahun sebelumnya dai 
tahun berjalan;

e. dokumen atau keterangan yang menjac 
dasar pembayaran Pajak;

f. perhitungan pembayaran Pajak menuru 
Wajib Pajak;dan

g. surat pernyataan.
(5) Terhadap permohonan pengembalian da 

kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayi.



(1) terlebih dahulu dilakukan penelitian atau 
verifikasi kepada Wajib Pajak untuk mengetahui 
kebenaran atas permohonan tersebut.

(5) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan 
C v 1 1 1 cXv A Ctp pVA AA i V A AV A i C.1T I O W O. {^ CA. A A A A CA i i <A W i A CAXV O Ka V4 

pada Ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 
12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 
permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Bupati 
melalui Kepala Badan menerbitkan:
a. SKPDLB, jika jumlah Pajak yang dibayai 

ternyata lebih besar dari yang seharusnye 
terutang;

b. surat pemberitahuan, jika jumlah Pajak yan^ 
dibayar sama dengan jumlah Pajak yan^ 
seharusnya terutang; atau

c. SKPD, jika jumlah Pajak yang dibayai 
ternyata kurang dari jumlah Pajak yanj 
seharusnya terutang.

(7) Bupati melalui Kepala Badan dalam jangka 
waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya 
permohonan kelebihan pembayaran Pajal 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), haru: 
memberikan Keputusan.

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimam 
dimaksud pada Ayat (4) telah dilampaui dar 
Bupati tidak memberikan suatu keputusan 
permohonan pengembalian kelebihar 
pembayaran Pajak dianggap dikabulkan, dar 
SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka wakti 
paling lama 1 (satu) bulan.

(9) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajal 
yang sama atau utang Pajak Daerah 1ainnya 
kelebihan pembayaran Pajak, langsun; 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuh 
utang Pajak tersebut.

(10) Pengembalian kelebihan pembayaran Paja! 
dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(11) Apabila pengembalian kelebihan pembayarai 
Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua 
MMJLCU.A OVJCAAV kALUVz l V LLKcAiAAi y CA UJAVA U V .A_^ , A>> VcjUCV

memberikan imbalan bunga sebesar 1% (sati 
persen) per bulan atas keterlambatai 
pembayaran kelebihan Pajak.

Bagian Kesebelas 
Permohonan Pembatalan SPPT

Pasal 55





permohonan Waj i b
Paj akd ap atmembata 1 k an SPPTatau SK PD;

(2) Permohonan Pembatalan adalah proses 
kegiatan penerbitan surat pembatalan atas 
^a^Hva maucaia k D i i i clVdvl wivx L> y caii^ uikACvrv 

seharusnya diterbitkan.
(3) Pembatalan SPPT dapat disebabkan yaitu:

a. Objek Pajak tidak ada;
b. Objek Pajak atau Subjek Pajak seharusnya 

tidak terutang PBB; dan
c. Terdapat SPPT Ganda;
d. Objek Pajak yang dikecualikan.

(4) Permohonan pembatalan sebagaimana 
kAAAAlCAAVO^KVA ^<AV*CA CAJ CAL \ M> * ^ CAI L 4 O V * A v >< A A A A p O. A I V C A A J 

secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati 
melalui BAKEUDA paling lambai 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal diterimanya SPPT.

(5) Permohonan pembatalan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (3), harus memenuh: 
persyaratan sebagai berikut:
a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia disertai alasan yang mendukung 
P c r m o ix o n o. n n y < i;

b. diajukan kepada Bupati melalui BAKEUDA 
dan

C. ditandatangani oleh Wajib Pajak atar 
ditandatangani oleh kuasanya;

d. foto copi identitas Wajib Pajak;
e. Surat Kuasa bermaterai (apabik 

dikuasakan);
f. foto copi bukti kepemilikan/penguasaan, 

pemanfaatan tanah (sertifikat/A3B/Gamba 
Ukur Resmi Badan Pertanahai 
Nasional/Surat Keputusan dari Instans 
berwenang/Surat Keterangan yans 
dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dai 
diketahui Camat setempat/ dokumen laii 
yang sejenis);

g. dokumen lainnya yang diperlukan.
(6) Bupati atau Kepala Badan paling lama 12 (du. 

belas) bulan sejak surat permohcnai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima 
sudah harus memberikan keputusan.

(7) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas 
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6' 
Bupati atau Kepala Badan tidak memberika 
keputusan, permohonan pembatalan diangga 
dikabulkan.

(8) Penyelesaian permohonan Pembatalan daps 
melalui penelitian atau verifikasi yan





dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua Belas 
Permohonan Pembetulan

Pasal 56
Bupati atau Kepala Badan karena jabatan atau atas 
permohonan Wajib Pajak sebelum dilakukan 
penelitian dapat: 

Mo^ko^Jbo^ cnpn' oenn cn/rn^ evnr>T r:
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atau STPD yang dalam penerbitannya terdapai 
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atar 
kekeliruan dalam penerapan peraturar 
perundang-undangan Perpajakan Daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapar 
Pajak yang tidak benar; dan

c. mengurangkan atau menghapus sanks 
administrasi berupa bunga dan/atau denda dar 
kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanks 
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajil 
Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 57
(1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secar; 

jabatan, pembetulan kesalahan tulis 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruai 
penerapank etentuan tertentu dapat dilakukai 
tCT'hcidcAp svxrcxt Iccp ia tA.i Seiri 3. t.3X1 SUPcll kCvCtclpclI 
sebagai berikut:
a. SPPT;
b. SSPD
c. SKPD;
d. SKPDKB;
e. STPD;
f. keputusan pemberian pengurangan;
g. keputusan pengurangan denda administrasi; 
1-» Iro t n 4-1 » o O v-» *■> o h z» f q • 
A A , XX K z p KA V KA v> C AA A p K.z A A i k J V L KA A CA 1 1 , 

i. keputusan keberatan;
j. keputusan pemberian imbalan bunga;
k. keputusan pengurangan sanksi administrasi
1. keputusan penghapusan sanks 

administrasi;
m. keputusan pengurangan ketetapan Pajak 

atau
n. keputusan pembatalan ketetapan Pajak.

^) 1 VAA1. MO UKAACAA A O Vz KA CA^CA l 1 k 1 C.A A i <A. KA A A A 1 CAI V v'k KA KA ^ACAKACA CA y CA K ^ 

jhuruf a meliputi pembetulan atas kesalaha 
atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yan 
tidak mengandung persengketaan antara lisku 
danWajib Pajak yaitu:



a. kesalahan hitung berupa kesalahan
penjumlahan, pengurangan, perkalian,
dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/ 
atau

b. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 
sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan Pajak berupa kekeliruan dalam 
penerapan tarif, kekeliruan penerapan 
NJOPTKP dan kekeliruan penerapan sanksi 
administrasi.

(3) Keputusan pembetulan SPPT sebagaimane 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap 
SPPT yang mengalami perubahan nila 
ketetapan dan/atau perubahan Nomor Objcl- 
Pajak (NOP).

(4) Kesalahan tulis pada NOP, luas tanah, lua> 
Bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tangga 
jatuh tempo pembayaran.

(5) Kesalahan tulis pada SPPT berupa pembetular 
nama Wajib Pajak dan alamat subjek dan objel- 
Pajak tidak diperlukan Keputusan pembetulan.

(6) Permohonan pembetulan, pembatalan 
pengurangan ketetapan dan penghapusan aicA< 
pengurangan sanksi administrasi atas SPPT dar 
SSPD harus disampaikan secara tertulis olel 
Wajib Pajak kepada Bupati melalui BAKEUD/ 
dalam periode 1 (satu) tahun Pajak berjalan.

(7) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukai 
oleh Wajib Pajak atau kuasanya secar; 
perseorangan.

(8) Permohonan pembetulan harus memenuh 
persyaratan sebagai berikut .
a. diajukan untuk 1 (satu) surat keputusai 

atau surat, ketetapan sebagaimana dimaksu 
dalam ayat (1);

b. diajukan secara tertulis dalam Bahas 
Indonesia disertai alasan yang mendukun 
permohonannya;

c. diajukan kepada Bupati melalui BAKEUD? 
dan
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ditandatangani oleh kuasanya.
(9) Surat permohonan pembetulan ditandatangar 

oleh Wajib Pajak atau kuasanya sebagaiman 
dimaksud pada Ayat (5) disertai denga 
persyaratan:
a. foto copi kartu tanda penduduk ala 

identitas diri lainnya;
b. foto copi Izin Mendirikan Bangunan (1MB) 

Persetujuan Bangunan Gedang atau Surt



keterangan Kelurahan/Kantor Desa dengan 
denah lokasi Objek Pajak atau surat 
pernyataan luas bangunan yang 
ditandatangani oleh Wajib Pajak;

c. SPOPD dan LSPOPD yang telah diisi dengan 
benar;

d. Fotokopi bukti kepemilikan / penguasaan / 
pemanfaatan tanah (sertifikat/AJB/ Surat 
Keputusan dari Instansi berwenang/Surat 
Keterangan yang dikeluarkan Lurah/Kepala 
Desa dan diketahui Camat setempat 
/dokumen lain yang sejenis); dan

e. foto objek Pajak.
(10) Wajib Pajak harus melunasi PBB P2 sesua 

hasil pembetulan untuk yang diajukar 
permohonan sesuai tahun peralihan.

(11) Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (10 
hanya dapat dilakukan untuk Wajib Pajak yarp 
belum melakukan pembayaran pcmbetular 
dimohonkan.

(12) Permohonan pembetulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (10), harus memenuh 
persyaratan sebagai berikut:
a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yan; 

sama dengan Pajak Yang Terutang dengar 
nilai setiap SPPT kurang dari Rp 100.000, 
(seratus ribu rupiah);

b. diajukan secara tertulis dalam Bahas; 
Indonesia disertai alasan yang mendukun; 
permohonannya;

c. diajukan kepada Bupati melalui BAKEUDA 
dan

d. diajukan melalui Lurah/Kepal.
Desasetempat.

(13) Tanggal penerimaan permohonan pembetulan 
yang dijadikan dasar untuk memprose 
permohonan pembetulan sebagaiman 
dimaksud pada ayat (7) dan ayat( 8) adalah:
a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hs 

disampaikan secara langsung oleh Waji 
Pajak pada petugas tempat l elayanan Paja 
atau petugas yang ditunjuk; atau

b. tanggal stempel pos tercatat, dalam hal sure 
permohonan disampaikan melalui po 
tercatat.

(14) Permohonan pembetulan yang tidak memenul 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayt 
(5), dianggap bukan sebagai permohona 
sehingga tidak dipertimbangkan.

(15) Dalam hal permohonan pembetulan tida



dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (10), Bupati melalui Kepala Badan harus 
memberitahukan secara tertulis kepada Wajib
Pajak atau kuasanya.

(16) Bupati melalui Kepala Badan paling lama 12 
(dua belas) buian sejak surat permohonan 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) diterima, 
sudah harus memberikan keputusan.

(17) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) 
bulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (16). 
Bupati melalui Kepala Badan tidak memberikan 
keputusan, permohonan, pembetulan
pembatalan, pengurangan ketetapan dar 
penghapusan atau pengurangan sanks
administrasi dianggap dikabulkan.

(18) Keputusan sebagaimana dimaksud pada Aya 
(16), dapat berupa:
a. menambahkan jumlah Pajak yang terutang;
b. mengurangkan jumlah Pajak yang terutang;
c. menghapuskan jumlah Pajak yang terutang; 
d. sanksi administrasi;
e. memperbaiki kesalahan dan kekeliruar 

lainnya; atau
f. menolak permohonan.

(19) Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajil 
Pajak, tetapi Bupati atau Kepala Badai 
mengetahui telah terjadi kesalahan tulis 
kesalahan hitung, dan/atau kekeliruai 
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturai 
perundang-undangan Pajak atas Sura 
Keputusan atau Surat Ketetapan sebagaiman; 
VAAAAACAIVO <A\U p CLVA CA <X y< AL \ 1 j 7 X / V*. p CX t » CA U<A UA AVk^pCAA' 

Badan dimaksud harus menerbitkan sura
keputusan untuk membetulkan kesalahan atai 
kekeliruan tersebut secara jabatan.

(20) Apabila keputusan masih terdapat kesalahai 
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekelirua 
penerapan ketentuan tertentu dalam peratura 
perundang_undangan Pajak, Bupati ata' 
Kepala Badan dapat melakukan pembetula 
1 ry m n z » o 4- z> z z 4 z »
XCX$p? k>CA.lXU OV^VzCAA <A j C A UG * <AA i ilKAkApUAAl 1 * 1 Cl

permohonan Wajib Pajak.
(21) Penyelesaian permohonan pembet ulan PBB da 

BPHTB melalui penelitian atau verifikasi yan 
dituangkan dalam berita acara.

Pasal 58
(1) BAKEUDA melakukan penelitian ata 

permohonan pembetulan SSPD BPHT 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)



(2) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimane 
dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan: 
a. Kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalarr 

SSPDBPHTB dengan NOPDyang tercantum:
X. \ACAXCLXXX VJX X X C A t U t A M XX XV UI p V 4 i * »^ M J CA1 CAI X 1 X/1^ 

P2 lainnya;dan
2. pada basis dataPBB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter perseg 
yang dicantumkan dalam SSPD BPHTE 
dengan NJOP Bumi per meter persegi pad; 
basis data PBB-P2;

c. kesesuaian NJOP Bangunan per mete 
persegi yang dicantumkan dalam SSPE 
BPHTB dengan NJOP Bangunan per mete 
persegi pada basis data PBB-P2;

d. kebenaran dan kewajaran penghitungai 
BPHTB yang meliputi:
1. NPOP;
2. NJOP;
3. NJOPTKP;
4. Tarif dan pengenaan atas objek pajal 

tertentu;
5. BPHTB terutang atau yang harus dibayar 

dan
e. kebenaran penghitungan BPHTB yan 

disetor, 
termasuk besarnya pengu ra ngany an gd i hitung 
sendiri.

(3) Proses penelitian atas pembetulan SSPD BPHT1 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuka: 
paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimany
OWCLA CA XX^X 1 &XVCAp K_>K>4 X/ XA4 4 L 4 X> kAXXC.UA

pemeriksaan di tempat.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian ala 

pembetulan SSPD BPHTB sebagaiman 
dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yan 
disetorkan lebih kecil dari jumlah Paja 
terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisi 
kekurangan tersebut.

Bagian Ketiga Belas
Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 59
/1 I 1C2h i ••«> /-» 4-* r>4r»t ■» TK .-**-* 1 <4 o t^ r> 4t»i , <> 4- /--i
^Aj .L/\A CL XX CLLdM- X'KXpC4AC,A X^CA.\ACLXX CAXCA.UA CA CO

permohonan Wajib Pajak dapat menghapuska 
denda administrasi. , ■

(2) Penghapusan denda administrasi dap; 
disebabkan yaitu:

kAXXC.UA
CAXCA.UA


a. Karena kondisi tertentu yang ada 
hubungannya dengan subjek/objek Pajak 
dan / atau karen a;

b. Dalam hal objek Pajak terkena bencana alam 
dtaU SCudb luln yang luar biasa.

(3) Penghapusan denda administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf t 
dapat dilaksanakan berdasarkan permohonan 
Wajib Pajak melalui loket pelayanan dengar 
melengkapi persyaratan atau tanpg 
permohonan yang dilaksanakan pada momer 
tertentu.

(4) Permohonan Penghapusan denda administras 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)? harui 
disampaikan secara tertulis oleh Wajib PajaL 
kepada Bupati melalui BAKEUDA paling lambai 
3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPP3 
dan 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanyf 
SKPD:
a. diajukan secara tertulis dalam Bahasi 

Indonesia disertai alasan yang mendukung 
permohonannya;

b. diajukan kepada Bupati melalui BAKEUDA;
c. ditandatangani oleh Wajib Pajak alat 

ditandatangani oleh kuasanya;
d. Fotocopy identitas Wajib Pajak;
e. Surat Kuasa bermaterai (apabik 

dikuasakan);
f. Fotocopy SPPT;
g. Lunas PBB-P2 tahun berjalan;
h. Fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan, 

pemanfaatan tanah (sertifikat/A3B/Gamba 
Ukur Resmi Badan Pertanahai 
Nasional/Surat Keputusan dari Instans 
berwenang/Surat Keterangan yan 
dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dai 
diketahui Camat setempat /dokumen lah 
yang sejenis); dan

i. dokumen lain yang diperlukan.
(5) Bupati atau Kepala Badan paling lama 1 2 (du

k/VXCXO‘ U/UA.ACLAA »>U i C* IV »> 04 A Cl A pv i 1 A 4 v A 1 A V > J. 1 < 4 j 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterimr 
sudah harus memberikan keputusan.

(6) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas 
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5 
Bupati atau Kepala Badan tidak memberika: 
keputusan, permohonan penghapusan dend 
administrasi dianggap dikabulkan.

(7) Penyelesaian permohonan penghapusan dend 
o /4 i <» «^ 4-m i <4 o -»o O 4 *'*»•*» f'» ’ o 1 » • » z * »•"» ✓ » 1 •4-i f^ « i 4 z »
CA.V4.kl.LAA A1O UI CA-OA VA. CA.jp ( l i. A i A V ACA.A U4 A p L. A ( L i i U A C* A A. CL CCA



verifikasi yang dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat Belas
Permohonan Pembuyaran Angsuran Pajak

Pasal 60
(1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus 

atau lunas.
(2) Bupati atau Kepala Badan atas permohonar 

A X 7 w ■» ■• 1^ O z?» i' r» 1 z-> C r» i » O z » w zy zy» » zy T ^ z~» » z-» 1 x «-i y» i- *--» 1 z-» T-
VV d) 1 M A Cl) ClXV dUCld 1 VI ICAl If^^, CA.L1& 1 Cl J CAI V OVCVICLI

memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapai 
memberikan persetujuan untuk mcngangsui 
dan/atau menunda Pajak dalam kurun waktu, 
tertentu.

(3) Wajib Pajak dapat mengajukan Sura 
Permohonan Angsuran Pembayaran secare 
tertulis untuk mengangsur pembayaran P ajal 
yang masih harus dibayar kepada Bupat 

o a tzttt rr> a 
111 V' A Cl * M 1 W1 k i V L-y V' 1 > i \ .

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada aya 
(1), harus diajukan paling lambat 3 (Liga) bulai 
sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak.

(5) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksuc 
pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi oleh Wajil 
Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya 
permohonan Wajib Pajak masih dapa 
dipertimbangkan sepanjang Wajib Pajak dapa 
W'» y» W'» V» » » I r4-i 1 z /-» »••» 1 y z» I » z» w /»»--*->»-» 1 z- z» » , < 4 z » z » •—» <4 t 1 t » >»
111 V 111 M M.XV CUVCLA 1 1W U C i i Cl l CAI. 1 IW < A M < 4 <A I 1 V* A A IA Cl

kuasanya tersebut.
(6) Wajib Pajak yang masih punya tunggakan utan; 

Pajak tahun sebelumnya, tidak dapa 
mengajukan angsuran pembayaran.

(7) Masa angsuran utang Pajak tidak melebih 
jangka waktu tahun Pajak.

(8) Penyelesaian permohonan Angsurai 
Pembayaran PBB-P2 melalui penelitian atai 
verifikasi yang dituangkan dalam berita acar 
sebagai bahan pertimbangan disetujui atai 
tidaknya permohonan angsuran.

(9) Atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (8 
Bupati atau Kepala Badan menerbitkan sura 
keputusan atas permohonan berupa menerim 
seluruhnya, sebagian atau penolakan dalar 
jangka waktu paling lama 30 (liga puluh) hai 
sejak berkas permohonan diterima denga: 
lengkap.

(10) Terhadap utang Pajak yang telah diterbitka 
surat keputusan sebagaimana dimaksud pad 
ayat (9) tidak dapat lagi diajukan permohona 
untuk mengangsur pembayaran



(11) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara 
teratur dan berturut-turut dengan dikenakan 
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari 
jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar.

(12) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan/atau 
menunda pembayaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) yaitu bagi Wajib Pajak Badan, 
kegiatan usaha Wajib Pajak berdasarkan hasil 
pemeriksaan mengalami kesulitan keuangan 
yang antara lain dibuktikan dengan 
perhitungan Acid Test Ratio/Quick Ratio kurang 
dari 1, foto copi SPT PPh tahun terakhir dan 
Neraca Rugi Raba tahun terakhir yang sudah 
diaudit oleh Akuntan Publik, dan Bagi Wajik 
Pajak perorangan harus ada keterangan tidak 
mampu atau kesulitan keuangan dan 
Lurah/Kepala Desa setempat yang diketahu: 
oleh Camat.

Bagian Kelima Belas 
Per m o h o n a n Kompensasi

Pasal 61
(1)

(3)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonar 
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dar 
kompensasi kepada Bupati melalui BAKEUDA 
permohonan diajukan dalam jangka waktu t 
(tiga) bulan sejak dilunasinya SPPT, kecual 
pada kondisi terjadi masalah NOP Ganda 
Penggabungan NOP, atau Wajib Pajak atar 
kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangki 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaai 
diluar kekuasaannya.
Kelebihan pembayaran Pajak dan kompensas 
dapat terjadi, dalam hal:
a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dai 

yang seharusnya terutang;
b. Dilakukan pembayaran Pajak yan; 

seharusnya tidak terutang;
c. permohonan pengurangan Pajak yan; 

teru tang d ika b u 1 k a n;
d. pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD 

SKPDLB dan STPD dikabulkan sebagian atai 
seluruhnya;

e, Permohonan Banding terhadap keputusai 
Keberatan dikabulkan sebagian atai 
seluruhnya; atau

f. Perubahan peraturan.
Apabila terjadi kesalahan pembayaran yan



dilakukan oleh Wajib Pajak maka tidak dapat 
dilakukan pengembalian/kompensasi.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat. 
(1), dinyatakan secara tertulis dan
VI1 UCA1AVACA UCLA 1 g, O 111, M v. i l ^CA * i OV- IV VA1 <1 l I ^ IV UA 1 VA1 1 £,1 1J CA

memuat:

(5)

(6)

(7)

/<a

a. Fotocopi kartu tanda penduduk atau 
identitas diri lainnya;

b. Fotocopi SPPT Tahun berjalan;
c. Fotocopi bukti kepemilikan /penguasaan 

/pemanfaatan tanah ( sertifikat / AJB/ 
Gambar Ukur Resmi Badan Pertanahan 
Nasional/Surat Keputusan dari Instansi 
M Vz A VV V/A 1 CA 1 1 ^ / ^ IA 1 CA I 1 V V VVz 1 CA I i j/, C i l 4 j VX ‘ ‘ £

dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dan
diketahui Camat setempat/dokumen lain 
yang sejenis);

d. lunas PBB 5 (lima) tahun sebelumnya dan 
tahun berjalan;

e. dokumen atau keterangan yang menjad: 
dasar pembayaran Pajak;

f. perhitungan pembayaran Pajak menurut 
Wajib Pajak; dan

g. surat pernyataan.
Terhadap permohonan pengembalian dar 
kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terlebih dahulu dilakukan penelitian atar 
verifikasi kepada Wajib Pajak untuk mengetahu
kebenaran atas permohonan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaar 
terhadap permohonan sebagaimana dimaksuc 
pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lamt 
12 (dua belas) bulan sejak diterimany; 
permohonan Wajib Pajak secara lengkap, Bupat 
atau Kepala Badan menerbitkan:
a. SKPDLB, jika jumlah Pajak yang d i baya 

ternyata lebih besar dari yang seharusny; 
terutang;

b. surat pemberitahuan, jika jumlah Pajak yan; 
dibayar sama dengan jumlah Pajak yan; 
seharusnya terutang; atau

c. SKPD, jika jumlah Pajak yang dibaya 
ternyata kurang dari jumlah Pajak yan; 
seharu snya teri 11 a n g.

Bupati melalui Kepala Badan dalam jangka 
waktu paling lama 12 bulan sejak diterimany; 
permohonan kelebihan pembayaran Pajal 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), haru 
memberikan Keputusan.
X kpCAWAACl. VACAACAAAA j CAI A ^AkCA VV CAAW V4 OKz K/CA^CAAAAACAA A«



dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan 
Bupati tidak memberikan suatu keputusan. 
permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran Pajak dianggap dikabulkan, dan 

M ikU vto Vil I.VIL itKan Umciili jiliigrm vvcAtvcv 

paling lama 1 (satu) bulan.
(9) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak 

yang sama atau ulang Pajak Daerah lainnya 
kelebihan pembayaran Pajak, langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu 
utang Pajak tersebut.

(10) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua
M M. A CULA OVJCMV \AAUUzA M 1 L K < A I L I i J CA ^1^1 .U/ U/M .

(11) Apabila pengembalian kelebihan pembayarar 
Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupat 
memberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu 
persen) per bulan atas keterlambatar 
pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 62
1 KpCAMAACA IYVA V k/U 1 t-U k |^V A J 1 M €A ^ < Jk 1 <1*1 A OJCll 

diperhitungkan dengan utang Pajak lainnyj 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat(5) 
pembayaran dilakukan dengan cara pemindai 
bukuan yang juga berlaku sebagai bukt 
pembayaran.

Bagian Keenam Belas
Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 dan Permohonar 

Aktivasi NOPD

Pasal 63
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonai 

aktivasi NOPD kepada Bupati melalui Kepal; 
n a TZ"rrvr r r> a 
O/MX1^ M u n.

(2) Format surat permohonan Aktivasi NOPD yan. 
dinonaktifkan tercantum dalam Lampiran yan; 
merupakan bagian tidak terpisahkan dar 
Peraturan Bupati ini.

Pasal 64
Permohonan Aktivasi NOPD sebagaimana dimaksw 
dalam Pasal 23ayat (2) huruf a harus diserta 
dengan dokumen pendukung berupa: 
a. foto copi kartu tanda, penduduk;
b. foto copi Kartu Keluarga, dalam hal pemohoi 

merupakan ahli waris;
c. foto copi akta pendirian, dalam hal pemohoi



e.
f.

g-

merupakan Badan;
foto copi bukti kepemilikan, penguasaan 
dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau 
bangunan dari Badan Pertanahan Nasional, 
Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, atau 
Lurah/Kepala Desa;
foto objek Pajak;
titik koordinat objek Pajak; dan
bukti pelunasan PBB-P2.

Pasal 65
(1 ) BAKEUDA melakukan verifikasi terhadap 

permohonan kelengkapan dokumen pendukung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

^| iiJyCAMllCA UCAOll W £ £1 i Kilo» OUMU^aiHH.UHl V4 il i KA1VO vik 

pada ayat (1) dinyatakan lengkapi dan benar 
NOPD dapat diaktivasi kembali.

(3) Dalam hal nasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidal 
lengkap dan/atau tidak sesuai, permohonar 
aktivasi NOPD ditolak dan dikembalikan kepad; 
pemohon.

Pasal 66
(1) Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 merupakar 

kegiatan pemutakhiran data piutang PBB-Pi 
dan pemutakhiran data objek dan/atau subjel 
Pajak PBB- P2 untuk periode tahun Pajak yan;
ky V1 m. 11 £ k £ CL1 UA V V <A 1 O t A .

(2) Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 sebagaiman; 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalu 
pemeriksaan dan penelitian Basis Data PBB-P2.

(3) Pemeriksaan basis data PBB-P2 sebagaiman; 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
a. identifikasi, mengumpulkan dan menelit 

kebenaran terhadap Wajib Pajak yan; 
kewajiban pembayarannya tidak terpenuhi;

Vs T Z"4 zCi-»-» 4-,fi Irn r'» z > « » 1 H 1 1 z- z > »-» z 1 z > l'» »'»~» z-* »-» z-» 1 » t
M- £V£VX£U£li£*uCXO£ , £££ V-i l ^ £A ££ £JU UA XXVCA.l 1 VlCiil £XlV'£lVA£t 

kebenaran terhadap Wajib Pajak yang tidal 
melaporkan objek Pajaknya dengan benar 
dan/ atau

c. melakukan pemeriksaan atas 1 (satu) atai 
beberapa tahun Pajak tahun berjala; 
dan/atau tahun tahun sebelumnya.

(4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad 
ayat (3) sebagai Pemutakhiran Basis Data PBB 
P2.

Pasal 67
(1) Pemutakhiran Basis Data PBB-P2 sebagaiman 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4)dilakuka



untuk:
a. perencanaan pendapatan Daerah;
b. menjaring penerimaan Daerah dari Piutang 

PBB-P2;
o z> 1 <-» o m 'D-» i il f'* r y rl r» 1 z-» fv> » o zfz-» »'•
V» j^VzA l^VzAVAl CACAA A A A \A t < 1 4 i ^ kACAACALAA A A C.O CAA , <A 1VV. ^A C A A 1 ^ C A A

Daerah; dan
d. meningkatkan kepatuhan Wajih Pajak atar 

subjek Pajak untuk membayar PBB-P2.
(2) Pengelolaan piutang sebagaimana dimaksuc 

pada ayat(l) huruf c dilakukan dengan kegiatar 
rekonsiliasi data piutang PBB-P2, melalu 
tahapan sebagai berikut:
a. evaluasi data administrasi kantor;
b. perekaman data pembayaran;
c. verifikasi data ketetapan dan realisas 

penerimaan; dari
d. memvalidasi besaran tunggakan.

(3) Hasil validasi besaran tunggakan sebagaimam 
dimaksud pada ayat (2) huruf d, aigunakar 
sebagai data pendukung pelaksanaai 
penonaktifan data PBB P2 sebagai bahan prose: 
dalam cadangan penghapusan piutang PBB P2.

iuj X kpCLMAACt VKzACAA A 41ACAOC4l\ 1W VI Cl 4 C A 4 4 4 C 4 < 4 4 V < A 1 \_- 4 v V 4 CA 4 4 ^< 1 4 

penghapusan piutang PBB-P2, maka Bupat 
atas usul Kepala BAKEUDA menetapkai 
cadangan piutang PBB-P2 yang dicadangkai 
sebagai piutang PBB-P2 yang akai 
dihapuskan dan tidak lagi adanya tindakai 
penagihan.

I 'asal 68
^A» A V_z A A A CL CCAAVl A A A CAI A OCAOIO L><ACCl * WO i Z-u Ok. 4.7 cA ^CA 4 A 4 A cA 4 4 i 

dimaksud dalam Pasal 18 sebagai dasa 
Penetapan data PBB-P2 aktif atau nonaktif.

(2) Penetapan data PBB-P2 aktif atau nonakti 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 
dilaksanakan melalui penelitian terhadap:
a. Objek Pajak yang telah terdaftar namui 

secara nyata tidak dapat ditemukaj 
lokasinya di lapangan;

b. daftar Objek Pajak yang memiliki 2 (due 
atau lebih NOPD);

c. Objek Pajak berupa fasilitas umum atai 
fasilitas sosial;

d. Wajib Pajak tidak ditemukan/tidak jelas;
e. Wajib Pajak yang tidak melakuka 

kewaj iban / tidak tercata t pem baya r a.
Pajaknya dengan kriteria yang ditetapka. 
dalam Keputusan Bupati; dan/atau



melakukan pembayaran sebelum daluwarsa.
(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud 

padaayat (1), kepala BAKEUDA melakukan 
Penetapan data PBB-P2 aktif atau nonaktif.

Pasal 69
(1) Penonaktifan data PBB-P2 dilaksanakan oleh

BAKEUDA.
(2) Penonaktifan data PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui:
a. verifikasi data dan validasi besaran

tunggakan;
b. menyusun berita acara hasil verifikasi data 

dan validasi besaran tunggakan;
c. menyusun laporan hasil penelitian dar 

pemeriksaan; dst
(3) Hasil validasi besaran tunggakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan 
sebagai data pendukung pelaksanaar 
penonaktifan data PBB-P2.

Pasal 70
(1) Kepala BAKEUDA menyampaikan laporan hasi 

penelitian dan pemeriksaan penonaktifan date 
PBB-P2 kepada Bupati.

(2) Kepala BAKEUDA menetapkan NOPD yang 
dinonaktifkan melalui keputusan.

Pasal 7,1
(1) NOPD yang dinonaktifkan sebagaiman; 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) tidak dapa 
diterbitkan SPPT PBB-P2.

(2) NOPD yang dinonaktifkan sebagaiman; 
dimaksud pada ayat. (1) tetap tercantum dalan 
DHKP.

Bagian Ketujuh Belas
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 72
(1) Bupati atau Kepala Badan menetapkan Bajai 

terutang menggunakan SKPD berdasarkai 
pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksw 
dalam Pasal 13 ayat (1).

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan 
pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksw



dalam ayat (1), Bupati atau Kepala Badan dapat 
menerbitkan SKPD atas Pajak terutang secara 
jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau 
dimiliki oleh Daerah.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atari 
keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang 
terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang 
dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek 
Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
atau Kepala Badan dapat menetapkan Pajak 
terutang dengan menggunakan SKPD atau 
dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Pajak terutang  jenis Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 
ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak 
terutangnya Pajak.

unt.uk

(5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi 
administratif.

Pasal 73
(1) Bupati atau Kepala Badan menetapkan PBB-P2 

terutang berdasarkan SPOP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengar 
menggunakan SPPT.

(2) Bupati atau Kepala Badan dapat menerbitkan 
SKPD PBB-P2 dalam hal:
a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajal 

dan setelah Wajib Pajakditegur secara 
tertulis oleh Kepala Daerah atau Kepak 
B a d an s e b a ga i m a n a d i t e n t u k and a 1 f i m s u r a 11 e g 
uran;dan/atau

b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lair 
ternyata jumlah PBB-P2 yangterutang lebil 
besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung 
berdasarkan SPOP yang disampaikan olel 
Wajib Pajak.

Bagian Kedelapan Belas 
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 74
(1) Pemungutan Paj akd i 1 arangd i boron gkan.
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penyetoran Pajak yang terutang dengai 
m e n ggu n ak a n S S PI).

(3) Pembayaran atau penyetoran Paja' 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukai

unt.uk


melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
(4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis 

elektronik belum tersedia, pembayaran atau 
penyetoran Pajak dapat dilakukan melalu: 
pembayaran tunai.

(5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayarar 
atau penyetoran Pajak terutang paling lama:
a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengirimar 

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 
28 ayat (1); dan

b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengirimar 
SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (1).

(6) Bupati menetapkan jangka waktxi p o m m 3y 0.1" 3.x 
atau penyetoran Pajak terutang paling lama K 
(sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masi 
Pajak.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atar 
menyetor tepat pada waktunya sebagaimant 
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajil 
Pajak dikenai sanksi administratif berup; 
bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dar 
Pajak terutang yang tidak atau kurang dibaya 
atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh temp< 
pembayaran sampai dengan tangga 
pembayaran, untuk jangka waktu paling lam; 
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dar 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagil 
dengan menggunakan STPD.

Bagian Kesembilan Belas 
Pemeriksaan

Pasal 75
(1) Bupati atau Kepala Badan berwenan 

melakukan Pemeriksaan untuk menguj 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak 
dan tujuan lain dalam rangka mclaksanakaj 
ketentuan peraturan perundang
undangan m en gen a i Pa j a k.
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pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaiman 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atat 

kompensasi kelebihan Pembayaran Pajak;
b. terdapat keterangan lain berupa dat 

konkret yang menunjukkan bahwa Paja 
yang terutang tidak atau kurang dibayar 
atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakuka:



Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 (dilakukan paling sedikit 
untuk:
a. pemberian NPWPD secara jabatan;
b. penghapusan NPWPD;
c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib 

Pajak;
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; 

dan / atau
e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. penentuan;
b. pencocokan; atau
c. pengumpulan materi yang berkaitan dengan 

tuj u an Pe m e r i k s a a n.
(5) Tata cara Pemeriksaan dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Bagian Kedua Puluh 
Surat Tagihan Pajak

Pasal 76
(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun 

sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Kepala 
Badan dapat menerbitkan STPD.

(2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau 

kurang dibayar setelah jatuh tempe 
Pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surai 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding 
yang tidak atau kurang dibayar setelah 
jatuh tempo Pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrati 
berupa bunga dan/atau denda.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimane
.61 « «'V"» /'S Ijt o h i z-4 r > z-1 <> / O \ U> » » T’ ’ ! f * * > •-■» Z S 1 ^ z > 1 ' I ) , . . . ^ 1
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yang kurang dibayar ditambah dengar 
pemberian sanksi administratif berupa bungi 
sebesar 1% (satu persen) perbulan dihitung dar 
Pajak yang kurang dibayar, dihitung dar 
tanggal jatuh tempo Pembayaran sampa 
dengan tanggal Pembayaran,untuk jangki 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat.) bulat 
sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dar 
bulan dihitung penuhi (satu) bulan.



(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2)huruf b,dikenai sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 0,6%(nol 
koma enam persen) pcrbulan dari Pajak yang 
tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal 
jatuh tempo Pembayaran sampai dengan 
tanggal Pembayaran, untuk jangka waktu 
palinglama 24 (dua puluh empat) bulan sejak 
saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (sat u) bu 1 an.

Bagian Keduapuluh Sat u 
Penagihan Pajak

Pasal 77
(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam 

SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, 
surat seputusan seberatan dan putusan 
banding merupakan dasar Penagihan I ajak.

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempe 
pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan 
imbauan.

(3) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelak 
jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat 
dilakukan penagihan Pajak sesuai dengar 
ketentuan peraturan perundang undangar 
mengenai perpajakan.

Pasal 78
(1) Dalam rangka melaksanakan penagihar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayal (1 
Bupati berwenang menunjuk Pejabat untul 
melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 
b c r w c n an g:
a. Mengangkat dan memberhentikan Jususita Pajak 

dan
b. menerbitkan:

1. surat teguran;
2. surat perintah penagihan seketika dai 

sekaligus;
3. Surat Paksa;
4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
5. surat perintah penyanderaan;
6. surat pencabutan sita;
7. pengumuman lelang;
8. surat penentuan harga limit;
9. pembatalan lelang; dan



10. surat lain yang diperlukan untuk 
pelaksanaan penagihan Pajak.

(3) Juru sita Pajak melaksanakan penagihan Paja 
ksesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
* undangan.

Pasal 79
(1) Tata cara penagihan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) diawali 
dengan penerbitan surat teguran.

(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama Wajib Pajak atau nama penanggung 

Paj ak;
b. besarnya hutang Pajak;
c. perintah untuk membayar; dan
d. Batas waktu pelunasan utang pajak.

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksuc 
pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belurr 
melunasi utang Pajak, terhadap Penanggung 
Pajak diterbitkan surat paksa.

Pasal 80
(1) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah 

disetujui untuk mengangsur atau menunde 
pembayaran Pajak, atas utang Pajak yanj 
diangsur atau ditunda Pembayarannya tidal 
diterbitkan surat, teguran.

(2) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belurr 
dilakukan setelah melewati jatuh tempo 
diterbitkan surat paksa tanpa didahului sura 
teguran.

(3) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada aya 
(2) diberitahukan atau disampaikan olel 
Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

(4) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunas 
utang Pajaknya setelah melewati jangka wakfi 
2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejal 
surat paksa disampaikan sebagaimam 
dimaksud pada ayat (<>), diterbitkan sura 
perintah melaksanakan Penyitaan.

(5) Dalam hal utang Pajak dan/atau biay; 
penagihan Pajak tidak dilunasi setelal 
dilaksanakan penyitaan berdasarkan sura 
perintah melaksanakan penyitaan sebagaiman; 
dimaksud pada ayat (4), Pejabat sebagaiman: 
dimaksud, dalam Pasal 65 ayat (2) berwenan; 
melaksanakan penjualan secara lelang melalu 
kantor lelang terhadap barang yang disita.



Pasal 81
(1) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling 

cepat: setelah jangka waktu 14 (empat belas) 
hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilaksanakan paling cepat setelah 
lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari 
terhitung sejak dilakukan Penyitaan.

(3) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu 
untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan 
sisanya untuk membayar Utang Pajak yang’ 
belum dibayar.

Pasal 82
Juru sita Pajak melaksanakan penagihan seketika 
dan sekaligus berdasarkan surat perintah 
penagihan seketika dan. sekaligus apabila:
a. Penanggung Pajak akan meninggalkan 

Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat 
untuk itu;

b. Penanggung Pajak memindah tangankan barang 
yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka 
menghentikan atau mengecilkan kegiatar 
usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya d 
Indonesia;

C. Penanggung Pajak akan membubarkan badar 
usahanya, menggabungkan usahanya, atar 
memekarkan usahanya, atar
memindahtangankan perusahaan yang dimilik 
atau dikuasainya, atau melakukan perubahar 
bentuk lainnya;
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atau
e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajal 

oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tandi 
kepailitan.

Pasal 83
(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaar 

penagihan, terhadap penanggung Pajak yan; 
tidak menunjukkan iktikad baik melunasi utan;
1 CAjCAAV MCAH AAAMAAAAAAAKl UMCALA^ L 1AJ O IV V* L i i ^CLA 4 OMOCAL € LA 

minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan 
dan/atau penyanderaan.

(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadaj 
penanggung Pajak tidak mengakibatkan 
hapusnya utang Pajak atau terhentiny; 
pelaksanaan penagihan Pajak.

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua puluh Dua 
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 84
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 
menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 
5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya 
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan 
tindak pidana dihidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat 

paksa; atau
b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, 

baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau 

surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung 
sejak tanggal penyampaian surat teguran 
dan/atau surat paksa.

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k 
merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya 
menyatakan masih mempunyai ulang Pajak dar. 
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t 
dapat diketahui dari pengajuan permohonar 
angsuran atau penundaan pembayaran dar 
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(6) Dalam hal terdapat pengakuan utang Pajak dar 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada aya 
(2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung 
sejak tanggal pengakuan.

Bagian Kedua puluh Tiga 
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 85
(1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajal 

untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
(2) Bupati atau Kepala Badan memerintahkai 

jurusita Pajak untuk melakukan Penagihai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).
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karena hak untuk melakukan Penagihan sudah 
kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalarn
1S. v p KA C k A O CAI 1 W K4 p CA L i .

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 64 ayat(3) sampai 
dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 
(1); dan

b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas 
111 UV1 1 1 <A1 KACAUI CA* 1 .

(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf a dibuktikan dengan dokumen 
pelaksanaan penagihan.

Bagian Kedua puluh empat 
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 86
(1.) Sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak 

dapat dilakukan melalui berbagai media, antara 
lain :
a. Penyebaran brosur, pamphlet, dan leaflet;
b. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan 

pelatihan; (
c. Pemasangan spanduk, banner, poster, dan 

baliho;
d. Siaran radio dan televisi;
c. Nlcdia sosial; dan
f. Website resmi pemerintah daerah.

(2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertujuan untuk :
a. Meningkatkan pemahaman wajib pajak 

tentang peraturan perpajakan;
b. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya: 
dan

c. IMeningkatkan kesadaran wajib pajak dalam 
pembangunan daerah.

Bagian Kedua puluh lima 
Banding

Pasal 87
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonar 

banding hanya kepada badan peradilan P ajal 
atas surat keputusan keberatan yan^



ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Badan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan 
diterima dengan dilampiri salinan surat
XV v P’ <A C M. O CU. L AW U/ kz L CX C<A 1 l ,

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan 
yang jelas.

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menangguhkan kewajiban 
membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan 
sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
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ketentuan peratu r a n pe r u n d ang- u n d a n ga n.

Pasal 88
(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan 

Sebagian atau seluruhnya, kelebihan 
Pembayaran Pajak dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol 
koma enam persen) per bulan dihitung dari 
Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai 
dengan diterbitkannya Putusan Banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan 
permohonan banding, sanksi administratif 
berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) 
tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau 
dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikena 
sanksi administratif berupa denda sebesai 
60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak 
berdasarkan putusan Banding dikurang: 
dengan Pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan.

Bagian Kedua puluh enam 
Gugatan Pajak

Pasal 89
Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajal 
terhadap:
a. Pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah



melaksanakan penyitaan, atau pengumuman 
lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka 
penagihan Pajak;

c. penerbitan surat ketetapan Pajak atau surat 
keputusan keberatan yang dalam penerbitannya 
tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara 
yang telah diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke 
badan peradilan Pajak.

Pasal 90
Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua puluh tujuh 
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 91
(1) Bupati dapat memberikan kemudahan 

perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
a. perpanjangan balas waktu pembayaran atau 

pelaporan Pajak; dan/atau
b. pemberian fasilitas angsuran atau 

penundaan pembayaran Pajak terutang atau 
utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau 
pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a diberikan kepada WajibPajak 
yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajik 
Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak 
P O o 1 ▼ r oCUMCU VV <5UrvUM.ilj cl.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau 
pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara 
jabatan atau berdasarkan permohonan Wajik 
Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaar 
Pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t 
dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalam 
kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajik 
Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu 
memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pade 
waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaar 
Pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
diberikan Bupati berdasarkan permohonar 
Wajib Pajak yang ditetapkan dalam ku p M U M. S 3.X



Bupati.
(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau 

penundaan Pembayaran Pajak terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati 
m c m p c r h ati k an kepatuhan V Iaj i b Paj ak d alam 
Pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun 
terakhir.

Pasal 92
(1) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib 

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 
ayat (5), dapat berupa:
a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau 

masa angsuran atau lamanya penundaan 
sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak 
dan/atau masa angsuran atau lamanya 
penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; 
atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.
(2) Persetujuan atau persetujuan sebagian 

angsuran atau penundaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b 
paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 
(dua puluh empat) bulan.

(3) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran 
dan Pembayaran Pajak yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai 
bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per 
bulan dari jumlah Pajak yang masih harus 
dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 93
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasa 
78 ayat (2) dan ayat (4) meliputi: 
a. bencana alam;
b. kebakaran; kerusuhan massal atau huru-hara;
c. wabah penyakit; dan/atau
d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua puluh delapan 
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 94
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karem 

jabatannya. Bupati atau Kepala Badan dapa 
melakukan pembetulan STPD SKPD, SKPD KB 
SKPDKBT, atau SKPDLB, SKPDN yang dalan



penerbitannya terdapat kesalahan tulis 
dan/atau kesalahan hitung dan/atau 
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan 
Daerah.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1.) ditetapkan dalam surat keputusan 
Pembetulan.

(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala 
Badan menindaklanjuti permohonan tersebut 
dengan melakukan penelitian terhadap 
permohonan Wajib Pajak.

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala 
Badan dapat meminta data, informasi, 
dan/atau keterangan yang diperlukan.

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat 
yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat
1XV KA l. KA OCA 1 a 1 V1 A A w v KA i U i l O V V CA^Ci 1 ' i O 4 i 4 U k i t i A I AA n O < 4 k I 

pada ayat (2) dalam jangka waktu paling larna 6 
(enam) bulan sejak tanggal surat permohonan 
pembetulan diterima.

(6) Surat keputusan Pembetulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan 
berupa:

a. Mengabulkan permohonan Wajib Pajak 
dengan membetulkan kesalahan atau 
kekeliruan yang dapat berupa 
menambahkan, mengurangkan, atau 
menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, 
maupun sanksi administratif berupa bunga 
denda, dan kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasi 
Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yanj. 
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesua 
dengan tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.
(7) Bupati atau Kepala Badan dapat melakukar 

pembatalan sementara terhadap SPPT dalan 
hal:
a. Subjek/objek Pajak diketahui namun tidal 

melakukan pembayaran PBB P2 5 (lima 
tahun ke belakang secara berturut-turut;

b. objek Pajak dalam keadaan sengketa dar 
masih menunggu keputusan pengadilan atar



lainnya;
c. Subjek/objek Pajak tidak ada atau tidak 

diketahui.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 
Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang 
belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini 
diundangkan, penyelesaiannya dilakukan, 
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo 
pada tanggal ii ~ 2- 2025

Pj. BUPATI TEBO,

a t; inggal /2 - 2 -

ARAF HIR/

SEKRETARIS ^

KABID

ndangkan di Muara Tebo

RETARIS DAERAH
UPATEN TEBO

VARIAL ADI PUTRA

2025

TA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR..2

AF KOORD'

KASIBBID



lainnya;
c. Subjek/objek Pajak tidak ada atau tidak 

diketahui.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku 
Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang 
belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini 
diundangkan, penyelesaiannya dilakukan 
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga 
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkar 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengar 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo 
pada tanggal 11 ' 1 - 2025

Pj. BUPA

VARIAL ADI PUTRA

Diunyfidngkan di Muara Tebo 
Pada .tanggal 12-2-
SEKRSTARIS DAERAH
KABITATEN TEBO

2025

TEBU

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR..?.



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN DAN BEA PEROLEHAN ATAS 
HAK TANAH DAN BANGUNAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

(SSPD-BPHTB)

1 'A ) BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK



FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB

Lampiran : ......................
Hal :.....................

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
OPD PENGELOLA PAJAK DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Wajib Pajak : ...........................................................................
NPWP : ...........................................................................
Alamat : ......................................................................... .'.
Bersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan ha 
katas tanah dan bangunan sebagai berikut:
NOP :............................................................................
Alamat :............................................................................
Kelurahan : ...........................................................................
Kabupaten :........................................................ ..................
Terlampir dokumen sebagai berikut :

(1 p SSPD-BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD)
SSPD-BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD) *)

(2) Fotocopy SPPT atau STTS Struk ATM bukti pembayaran PBB/Bukti
Pembayaran PBB Lainnya Tahun.................... *)

(3) Fotocopy Identitas Wajib Pajak berupa...............
(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)
(5) Fotocopy Identitas Kuasa Wajib Pajak **)
(6) Fotocopy NPWP

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD-BPHTB
Keterangan : .........................................
*) Coret yang tidak perlu Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)
**) dalam hal dikuasakan

PENELITIAN
Setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian SSPD-BPHTB dan dokumen 
pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini kami menyatakan bahwa :
- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPi ITB telah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD- BPHTB telah sesuai
- Dokumen pendukung perolehan ha katas tanah / dan bangunan telah 

lengkap

Muara Tebo............................
Fungsi Pelayanan



Depan

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

SURA'!' PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No Formulir

Selain yii j diisi oleh ( bagian yang diaksir) 

diisi ulah Wajib Pajak

Beri Tanda Silang pada kolom yang sesuai

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TEBO

I. JENIS TRANSAKSI

2. NOP

3 NOP BERSAMA

NO URUT KODE

J Punghupusun Duia

6.

f *
, • ' A. IM ORMA^i I AMU/U^^^

4 NOPASAL m □□ ujj lluu □
5 NOPSPPTLAMA uuu

-....  • '...  .1 . , • - r .--  ------- ^VB. OA LU......... . ._~_-^_^.
1

8.

9.

N4iMA JALAN

III 1111 i 111111 11 11 1 11 1 1 11 1 11 ”1^™“ ,
DUSUN

1 H 1 ninnnniiLmiHui 111
KELURAHAN / DESA

1 H 1 1 1 1 1 1 i i 1 .1 1.1 1 1 1 ! M 1 1 1 1 1 m rn
. KECAMATAN ..................... LU LU

,13.
1 ! n 1 1 1 1 1 1 H H 1 1 H N 1 1 1 1 1 1

. KABUPATEN / KOTA MADYA - KODE POS

i. i..1. i i i 1 i

14. STATUS 1. Pemilik

15. PEKERJAAN Q L PNS*)

Q 2. Penyewa

Q 2.ABRP)

[~] 3. Pengelola

I | 3. Pensiunan*)

4. Pemakai

4. Badan

| ] 5. Sengketa

20 NOMOR KTP

5. Lainnya

~ . .; —...- - .

28. LUAS TANAH rTTTT~nTTT~|

30. JENIS TANAH n I. TANAH + [ I 2. Kavling | I 3 Tanah
BANGUNAN Siap Bangun Kosong

29. ZONA MLAI TANAH

4 fasilitas Umum



Belakang

31. JUMLAH BANGUNAN

/ E^ATA BANGUNAN ,

. £ p . ’l. PERNYATAAN SUBJEK OBJEK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulii ini tenrasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut 

keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan pasal 10 ayat (2) Peida Nomor 19 Tahun 2012

3 2. NAMA SUBJEK PAJAK/ 
KUASA

33. TANGGAL 34 TANDA TANGAN

- Dalam hal bertinoak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal subjek pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket I Denah Lokasi Objek l’ajak
- Batas waktu pengambilan SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Paiak

sesuai Pasal 10 Ayat (2) Perda Nomor 19 Tahun 2012

’. g. iDii..ynivs Pend.via/ pe^ ■ • -^hMi

PETUGAS PENDATA MENGETAHUI PEJaBAT TANG BERWENANG

35. TANGGAL (TGL/BLN/THN) ; ! j j 39 TANGGAL (TCL/BLNGHN) [”0 LIZ1

36. TANDA TANGAN ■10 TANDA TANGAN

27 NAMA JELAS___ ______________________________ 41 NAMA JELAS

3«^ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 « w I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H t 1.LJJ

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN:

Gambar Sket / Denah lokasi objek pajak
(tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ 
jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, 
yang mudah diketahui oleh umum .
Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, 
selatan, timur dan barat.

Gtiaieh Einggatiiba ram

.11. Kerinci

K*rn4NT^8933 Saidi 
Burhan



Lampiran Depan

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PaJAK No Formulir LN I ' ]~T~I N .
1 JENIS TRANSAKSI

2 NOP PR DI'H

1
■l

Perekaman Data [ j 2

Penilaian Individual

KEC KELDES

Pemuklahiran Data J ] 3 Penghapusan Data

BLOK NO URUT KODE

LD L 1 1 LLU INI L
3 JUMLAH BARANG 1 1 4 BANGUNAN KE P

^1S»M ; ^1^* LKM
5 JENIS PENGGUNAAN 

BANGUNAN

L

1 Perumahan

4 Toko Ajwtik'Pasar,Ruko

7 Hotel/Wisma

10 Lain-Lain

13 Apartemen

16 Gedung Sekolah

D
2 Perkantoran Swasta

5 Rumah Sakit Klinik |__

8 BengkelGudaiigRertantan _

11 Bangunan tidak kena pajak__

14 Pompa Bensin

3 Pabrik

6 Olali Raga Rekreasi

9 Gedung Pemerintahan

12 Bangunan Parkir

15 Tangki Minyak

Bambu

6 LUAS BANGUNAN 1 1 7 JUMLAH LANTAI
(M2)

S TAHUN DIBANGUN 9 TAHUN DIRENOVASI

10 DAYA LISTRIK 
TERPASANG(WATT)

11 KONDISI PADA 
UMUMNYA

12 KONTRUKSI

13 ATAP

14 dinding

15 LANTAI

16 LANGIT-LANGIT

L

L

1 Sangat Baik

1 Baja

1 Descrabon'
Beton'
Gtg Glazor

1 Kaca,
Alumunium

1 Manner

1 Akustik/Jati

z
□ 
c

2

2

2

D

2

2

Baik D 1 ^"S

Beton D ■’ Bahl ®a,a

Gtg Beton N * ®g Biasa
Suap

Beton [ j t Batu Bala

Conblok
Keramik [_ j 3 Teraso

Tnplck Asbes [ | 3 Tidak ada

□ 
C 
L

D

4 Jelek

4 Kayu

•i Asbes

4 Kayu

4 UbuiPC 
Papan

5 Seng

‘' Seng

5 Semen

iBKDD& l '< ' u . ...   L • WiMW

17 JUMLAH AC JJspht CD™^ IS A’Sentrnl [ ■ 1 Ada D 2 Tidak ada

19 LUAS KOLAM 20 LUAS PERKERASAAN HALAMAN ( M2)
RENANG (M2) 1 xo Ringan : Berat

D 1 Diplester F 2 Dengan W 1 J J Dengan

Pelapis Penunip
Lantai

21 JUMLAH LAPANGAN DGNLAMPU TNP LAMPU 22 JUMLAH LIFT 23 JUMLAH TANGGA BERJALAN
TENIS L Beton D _J Penumpang LbK 0 80 M

__ 1__ i Aspal

-Tanah Liat/'

L. 1 Kapsul 

| | Barang
Lbr> 0 80M

Rumput

24 PADANG PAGAR (M2) [ "’S PEMADAM
I\T B AKARAN

BAHAN PAGAR L | 1 Baja,Besi Bata,'Batako 1 Hydrant j 1 Ada 2 Tidak Ada
2 Sprmkler i 1 Ada 2 Tidak Ala
3 Fire Al [__ 1 Ada 2 Tidak Ada

26 JML SALURAN 27 KEDALAMAN SUMUR
PESPABX 1 ARTESIS | 1 1 1



Belakang

[__ J PABRIK/ BENGKEUGUDANG/PERT ANTAN (JPB = 3/8)
28 TINGGI KOLOM (M2) FH 29 LEBAR BENTANG (M2) T!
30 PAYA DUKUNG r i' 

................... i.. 31 KELILING ] 32 LUASMAZZANINE
LANTAI 9KgM2) DINDING (M2) WKOFW 

®s»w

j 39 JENIS HOTEL H □ 1 Non ■ Rescrt F 2 Resoit 
j V*UW«M*> Iw-MWfJ L'*'m

(jPERKANTORAN/ SWASTA/ GEDUNG PEME
33 KELASBANGUNAN □ 1 Keias 1

UNTAH(JPB=2/9)
□ 2 Keias2 □ 3 Kelas3 □ 4 Kdas4

FjTOKO/APOTTK/PASAR/RUKO( JPB=4)
34 KELAS BANGUNAN Cl Kelas! 02 Kelas 2 Q 3 Kelas 3

□RU3UHSAKIT'KLINIK(J 
35 KELASBANGUNAN [F

36 LUAS KAMAR DGN 
ACSENTRAL(KE)

PB = ) 
h k^ D2 K«as2 □> Kelas 3 [Jl Kelas 4

37 LS RUANG IAIN DINDING- 
AC SENTRAL (M2) LU

□OLAH RAGA/ REKREASI (JPB = 6)
38 KELASBANGUNAN H 1 Kelas 1 □2 Mas’

□HOTEL/WISMA (JPB = 7)

40 JML. BINTANG _  [Jl Bintang) [ 2 Bintang4 [ J 3 Bintang3 Q'l Bintang 1-2 [J 5 Non Bintang

41 JUMIAH KAMAR L 42 LUAS KAMAR DING J_ 
DINDING AC SENTRAL (M2)

□J 43 LS RUANG LAIN [ J | 
DINDING AC SENTRAL (M2)

□bangunan PARKIR (JPB = 12)
44 KELAS BANGUNAN □ 1 Tipe4 □ 2 Tipe 3 □ 3 Tipe 2 □ 4 Tipe 1

□apartemen (JPB = 13)
4) KELASBANGUNAN

46 JUMLAH APARTEMEN

1 Kelasi □ 2 Kelas’ 

U LFluasapt

□ 3 Kelas 3 □ 4 Keias 4

1 48LSRUANGLAIN 11. . .Lili
DINDINGAC SENTRAL (M2) DINDING AC SENTRAL JI2)

| ^TANGKI MINYAK (JPB = 15)

49 KAPASITAS TANGKI 50 LETAKTANGKI 11 Di alas Tanah [ J 2 Dibawah Tanah
(M2)

□gedung SEKOLAH (JPB = 16)
51 KELASBANGUNAN □ Kelas 1 □ 2 ^2 □ 2 Kelas 3 □ 4 Kelas 4 □ 5 Kelas 5

<wno^MS■■MWfWO



Nomor
Lampiran
Perihal Pengajuan Pendaftaran

Objek Pajak

Kepada Yth,
Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo 
Di-
Tebo

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama : .................................................................................................  
Alamat : .................................................................................................
Dengan ini mengajukan pendaftaran objek pajak atas lahan sebagai berikut:
Nama Wajib Pajak :...............................................................................
Alamat Wajib Pajak : ...............................................................................
Letak Objek Pajak :...............................................................................
Kelurahan/Kecamatan : ..............................................................................
Luas Tanah : ............................ M2 ,
Luas Bangunan : ............................ M2
Untuk proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami sampaikan :
1. Mengisi SPOP dan LSOP
2. Fotocopy KTP/KSK/Identitas lain
3. Fotocopy salah satu bukti surat tanah 

' ISertifkat I ’l Akta Jual Beli ...... ISporadik

4. Fotocopy salah satu bukti surat bangunan
PBG Surat Pernyataan Penambahan Bangunan

5. Surat kuasa dalam hal diajukan oleh kuasa wajib pajak

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo,.......
Pemohon,



Nomor :....................................
Lampiran :..................................
Perihal : Mutasi Objek/Subjek

PBB-P2 Tahun.............

Kepada Yth,
Kepala O PD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo 
Di-
Tebo

Diberitahukan dengan hormat, bahwa SPPT PBB-P2 tahun..................
Atas Nama :........................................................................
NOP/No.SPPT : .......................................................................
Alamat Wajib Pajak :........................................................................
Jumlah Pajak Terutang : .......................................................................
Telah Kami Terima Tanggal : .......................................................................
Dan pada tanggal.....................................................objek pajak tersebut telah
dijual/sewakan/kontrakan kepada :
Nama : ...............................
NIK : ...............................
Alamat : ...............................
Luas Tanah : ........................... M'2
Luas Bangunan :..........  M2
Dimohon mulai tahun pajak :.......................................................................

1. SPPT PBB-P2 di atas namakan pembeli/penyewa/pengontrak tersebut atau
2. SPPT PBB-P2 sebagian diatas namakan pembeli/penyewa/pengontrak tersebut 

diatas dan sisanya tetap atas nama wajib pajak lama
3. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini terlampir dokumen antara lain :

’A asli/fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun.............
A fotocopy KTP wajib pajak
g. fotocopy tanda bukti peralihan Ha katas Tanah dan Bangunan (akta jual beli 

/ akta waris / akta hibah / surat perjanjian sewa-menyewa)
h. fotocopy KTP pembeli/penyewa/pengontrak
i. SPOP/LSPOP
i. Surat kuasa (apabila dikuasakan)

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih

Muara Tebo, ............
W aj i b Paj ak / Ku a san y a



Perihal : Permohonan Pendaftaran Objek Baru /Mutasi / 
Pemecahan PBB-P2

Kepada Yth,
Bupati Kabupaten Tebo
Cq. Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo 
Di-
Tebo

Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama:..............................................................................
NIK:..............................................................................
Alamat:..............................................................................
Telp/HP: ..............................................................................
Sebagai wajib pajak atas objek yang terletak, di : 
Jalan ...................................................................................  R t ......  R w ......
Desa / Kel.............................................. Kecamatan ....................................
No. SPPT PBB ..............................................................................................  
Tanggal diterima SPPT PBB .......................................... .................................
Mohon .............................................................................................................
Alasan untuk mengajukan permohonan adalah : 
1....................................................................................................................... 
2.......................................................................................................................  
3.......................................................................................................................  
Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Muara Tebo,.........
Pemohon,



KOP KELURAHAN / DES,X / KECAMATAN

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kelurahan / Desa 
/Kecamatan......................Kabupaten Tebo, menerangkan bahwa :
Nama Wajib Pajak :.................................................................................
NIK Wajib Pajak :.................................................................................
Alamat Wajib Pajak :.................................................................................
No, Telepon / Hp :.................................................................................
Benar memiliki sebidang tanah kosong / tanah dan bangunan / tanah kapling 
siap bangun (coret yang tidak perlu) dengan rincian sebagai berikut :
Luas Tanah :......................................  M 2
Luas Bangunan : ......................................  M2
Letak objek pajak (ditulis secara lengkap) :
Nama Jalan :..................................................................................
RT :..................................................................................
Kelurahan/Desa :..................................................................................
Kecamatan :..................................................................................
Menurut catatan yang ada pada kami benar objek pajak tersebut belum 
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan,
Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Muara Tebo...........................
Kepala Kelurahan / Desa /Kecamatan

(...............................................

Kelengkapan dan data pendukung terlampir
1. KTP/KK
2. Sertifikat tanah/Sporadik/Surat keterangan tanah lainnya
3. PBG



Nomor :...................................
Lampiran :..................................
Perihal : Permohonan Salinan SPPT PBB-P2 Tahun............

Kepada Yth,
Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-
Tebo

Dengan ini mengajukan permohonan salinan PBB-P2 tahun............ Atas 
nama/bangunan yang kami kuasai sebagai berikut :
Nama Wajib Pajak :...............................................................................
NOP/No. SPPT : ...............................................................................
Alamat Wajib Pajak : ..............................................................................
Letak Objek Pajak : ..............................................................................
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain :

1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
2. Fotocopy STTS (bukti pelunasan pembayaran PBB-P2).
3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun lalu.
4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
5. Fotocopy sertifikat/AB.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo, .......................
Wajib Pajak/ Kuasakan



Nomor : ...................................
Lampiran :..................................
Perihal : Permohonan Pengurangan

Kepada Yth,
Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-
Tebo

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan ............ Atas
nama/bangunan yang kami kuasai sebagai berikut:
Nama Wajib Pajak :............................................................................ .........
NOP/No. SPPT :...............................................................................
Alamat Wajib Pajak :...............................................................................
Letak Objek Pajak : ...............................................................................
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain :

1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
2. Fotocopy STTS (bukti pelunasan pembayaran PBB-P2).
3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun lalu.
4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
5. Fotocopy sertifikat/AB.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo, ..................
Waj i b Paj a k / Ku asakan



Nomor
Lampiran
Perihal Pengajuan Keberatan

Kepada Yth,
Kepala O PD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-
Tebo

Dengan ini mengajukan keberatan................... Atas nama/bangunan yang
kami kuasai sebagai berikut:
Nama Wajib Pajak :...............................................................................
NOP/No. SPPT :...............................................................................
Alamat Wajib Pajak :...............................................................................
Letak Objek Pajak :...............................................................................
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain :

1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
2. Fotocopy STTS (bukti pelunasan pembayaran PBB-P2).
3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun lalu.
4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
5. Fotocopy sertifikat/AB.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo, ...................
Wajib Pajak/Kuasakan



Nomor
Lampiran :...................................
Perihal : Permohonan Aktivasi NOPD Yang Dinonaktifkan

Kepada Yth,
Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-
Tebo

Dengan ini mengajukan Permohonan Aktivasi NOPD Yang Dinonaktifkan Atas 
nama/bangunan yang kami kuasai sebagai berikut:
Nama Wajib Pajak :...............................................................................
NOP/No. SPPT :...............................................................................
Alamat Wajib Pajak :...............................................................................
Letak Objek Pajak :...............................................................................
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain :

1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
2. Fotocopy STTS (bukti pelunasan pembayaran PBB-P2).
3. Fotocopy SPPT PBB-P2 Tahun lalu.
4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
5. Fotocopy sertifikat/AB.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo,...............
Wajib Pajak/Kuasakan

VARIAL ADHIPUTRA

PARAF HIRARKI

SEKRETARIS

KASUBBAG. 
KASIBBID
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Nomor : ....................................
Lampiran : ..................................
Perihal : Permohonan Aktivasi NOPD Yang Dinonaktifkan

Kepada Yth,
Kepala OPD Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Tebo
Di-
Tebo

Dengan ini mengajukan Permohonan Aktivasi NOPD Yang Dinonaktifkan Atas 
nama/bangunan yang kami kuasai sebagai berikut:
Nama Wajib Pajak :...............................................................................
NOP/No. SPPT :...............................................................................
Alamat Wajib Pajak : ...............................................................................
Letak Objek Pajak :...............................................................................
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen antara lain :

1. Fotocopy KTP Wajib Pajak.
2. Fotocopy STTS (bukti pelunasan pembayaran PUB P2).
3. Fotocopy SPPT FBB-P2 Tahun lalu.
4. Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
5. Fotocopy sertifikat/AB.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Muara Tebo, ...................
Wajib Pajak/Kuasakan

Pj. BUPATI T^BO

VARIA H1PUTRA



lainnya;
c. Subjek/objek Pajak tidak ada atau tidak 

diketahui.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku : 
Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak yang 
belum diselesaikan sebelum Peraturan Bupati ini 
diundangkan, penyelesaiannya dilakukan 
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal / 2 - 2 - 2025

Pj. BUPATI.TEBO,

VARIAL AW PUTRA

Didndangkan di Muara Tebo
Pade tanggal /2-2 2025
/SEKRETARIS DAERAH
(KABUPATEN TEBO

T DGUB ^^W^

'BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR...?


